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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan Indonesia dewasa ini telah memasuki
tahap-pelita V. di mana diharapkan dengan suksesnya pe-
lita V Indonesia dapat memasuki pelita VI sebagai proses
tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan
sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila sebagai tujuan pembangunan nasio-
nal kita.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional rang-
kaian program pembangunan yang menyeluruh. terarah dan
terpadu yang berlangsung terus menerus telah disusun dan
dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Sesuail
dengan pola umum pembangunan jangka panjang, maka pada
pelita V diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi.
Oleh karena itu semua potensi yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia harus dikembangkan, di antaranya adalah sektor
minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu modal da-
sar vang penting untuk tercapainya pembangunan yang te-
lahldikembangkan lebih dari 100 tahun. Sampai saat ini
sektor minyak dan gas bumi masih berpéran sebagai pe-
nyumbang dana pembangunan yang cukup substansial di sam-

ping sektor non-migas.
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Tentang peranan minyak dan gas bumi dapat dilihat
TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN bab 1V Ekonomi. sub
peTrtambangan bagian € antara lain
Minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional dewa-
sa ini masih berperan besar baik sebagai sumber pe-
nerimaan negara maupun sebagai penerimaan devisa.
Oleh karena itu sejalan dengan upava memperbesar dan
menganekaragamkan sumber penerimaan negara dan devi-
sa perlu terus diusahakan peningkatan kemampuan pro-
duksi minyak dan gas bumi serta penemuan cadangan
baru. Selanjutnva perlu terus diusahakan pemanfaatan
sebesar-besarnva minyak dan gas bumi, baik untuk
ekspor mau-pun untuk bahan baku industri dan sumber
energi antara lain melalui Kkebijaksanaan harga mi-
nyak dan gas bumi yang tepat.
Sejalan dengan hal di atas, tepatlah apa yang dikatakan
oleh Sumarlin yvang menekankan bahwa paling tidak untuk
dekade 1990-2000 sektor minyek dan gas bumi masih tetap

merupakan tiang pancang ekonomi Indonesia dan tetap akan

menjadi salah satu penyangga utama keuangan negara.1
Minyak dan gas bumi merupakan sumber kekayaan alam
yang tidak dapat diperbarui {(non renewable) dan merupakan
bahan galian strategis yang menyangkut hajat hidup selu-
ruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu penguasaannya di-
kuasai oleh negara sejalan dengan Pasal 33 ayat 2 dan
ayat 3 UUD 1945 yang merupakan salah satu sumber kebi-
jaksanaan perminyakan nasional, Sesu;i dengan pasal ter-

sebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-un-

I'sumarlin, "Sektor Migas Tetap Akan Berperan
Sebagai Sokoguru Ekonomi Indonesia", Pertambangan dan
Energi, No. 5 Th. 1¢89, h. 108.
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dang Nomor 44 Prp 1960 téntang pertambangan minvak dan
gas bumi di mana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:
{1) Pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan
oleh negara;
{(2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan
oleh perusahaan negara semata-mata.
Sebagai kelanjutan dari UU nomor 44/Prp/1960 maka didi-
rikanlah PN Pertamina dengan PP nomor 27/1968 yang kemu-
dian diganti dengan UU nomor 8/1971 tentang Pertamina.
Selanjutnyva dikeluarkan PP nomor 28/1969 tentang penye-
diaan wilayah kuasa pertambangan kepada Pertamina. di
mana dalam pasal 1 dikztakan bahwa : "Kepada Pertamina
vang didirikan berdasarkan PP nomor 27/1968 disediakan
seluruh wilavah kuasa pertambangan Indonesia sepanjang
mengenai minyak dan gas bumi”"., Sesuai dengan Pasal ter-
sebut di atas, jelaslah bahwa Pertamina adalah satu-sa-
tunya perusahaan negara yang berhak melakukan pengusa-
haan minvak dan gas bumi Indonesia.

Seperti telah dikemukakan di atas minyak dan gas
bumi merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbarui,
sementara di sisi lain konsumsi bahan bakar minyak dalam
negeri volumenya semakin meningkat sedangkan cadangan
minyak bumi Indonesia relatif tidak begitu besar lagi,
padahal sumber energi ini masih sangat diandalkan daIaT

jangka pendek dan menengah untuk memperoleh devisa dan
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untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan industri dalam
neger&, sehingga usaha-usaha konservasi mutlak diperlu-
kan. Oleh karena itu harus selalu ada usaha eksplorasi
untuk mencari sumber-sumber cadangan minyak dan gas bumi
yang baru untuk akhirnya dapat dieksploitasi.
Untuk pengusahaan petambangan minyak dan gas bumi

diperlukan 4 syarat yaitu:

a. adanya sumber minyak dan gas bumi:

b. adanya modal! yang memadai;

¢. adanya teknologi yang canggih; dan

d. adanya ketrampilan vang profesional.
Indonesia scbagai negara berkembang dalam melakukan peng-
usahaan pertambangan minyvak dan gas bumi belum sepenuhnya
dapat mengandalkan kemampuan sendiri, oleh karena itu
masih memerlukan kerjasama seperti yang dikemukakan dalam
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 yaitu:

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagasi kontrak-

tor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yvang be-

lum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh per-

usahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang ku-

asa pertambangan.
Secara lebih tegas bentuk kerjasama tersebut terdapat
dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1871
tentang Pertamina yaitu : "Perusahaan dapat mengadakan
kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk prsduction sha-
ring". Jadi jelas bahwa bentuk kerjasama yang diharapkan

oleh undang-undang dalam rangka kerjasama antara Perta-
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mina dan perusahaan minyak asing di bidang minyak dan
gas bumi adalah dalam bentuk perjanjian bagi hasil.

Tentang perjanjian bagi hasil dalam lapangan per-
minyakan ini tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata (BW),
tetapi merupakan pengembangan dari lembaga bagi hasil
menurut hukum adat.

Perjanjian bagi hasil sampai saat ini memegang
peranan penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi
Indonesia serta dalam penyediaan bahan bakar minyak da-
lam negeri. Keberadaan lembaga perjanjian bagi hasil
vang diciptakan oleh putra Indonesia telah banyak diiku-
ti oleh negara-negara penghasil minyak lainnya. Bahkan
baru-baru ini dalam persetujuan yang ditandatangani an-
tara pemerintah Indonesia dan Australia sehubungan de-
ngan celah Timor, mengenai eksplorasi dan eksploitasi
dari minyak dan gas bumi yang ada di dalamnyz dilakukan
dengan sistem Pcrjanjian bagi hasil.?2

Perjanjian bagi hasil) terjadi antara Pertamina
sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan perusahaan
minyak asing sebagai kontraktor. Perjanjian bagi hasil
merupakan kont;ak internasional karena adanya unsur asing

foreign element). Karena adanya unsur asing ini maka

2vpenjelasan Mengenai Celah Timor". Pertambangan
dan Energi, No. 5-6/1989, h., 55.
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6
perjanjian bagi hasil merupakan persoalan Hukum Perdata
Internasional. _

Pengertian Hukum Perdata Internasional menurut
Sudargoe Gautama adalah sebagai berikut :
Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan per-
aturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stesel
hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupa-
kan hubungan hukum, jika hubungan hukum dan peris-
tiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu
tertentu menunjukkan titik pertalian dengan stelsel

dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang
berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa, tempat

pribadi dan soal-soal.3
Chesire di dalam bukunya "Privat International
Law" memberikan definisi HPI sebagai berikut : "That
part of English law known as private international law

comes into operation, whenever the court is seised of a

suit that contains & foreign element”.%

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa
pada dasarnya pendapat para sarjana tersebut memiliki
kesamaan. Persamaan yang dapat dilihat yaitu bahwa Hukum
Perdata Internasional adalah kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum perdata antara warga negara/badan hukum
vang tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Dengan ka-

ta Jain Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan

3Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata

Internasional Indonesia, Cet. V, Binacipta, Bandung,
1985 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama 1), h. 21.

4Djasadin Saragih, Dasar~-dasar Hukum Perdata
Internasional, Alumni, Bandung, 1974, h. 2.
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hukum perdata yang mengandung unsur asing (foreign ele-
ment ). )

Perjanjian bagi hasil antara Pertamina dan kon-
traktor minyak asing merupakan perjanjian yang bersifat
internasional. Di dalam kontrak tersebut harus tercermin
adanya suatu proses alih teknologi di mana implemienta-"
sinya ada pada kewajiban kontraktor untuk memperkerjakan
tenaga Indonesia yang kualifikasinya disetujui kontrak-
tor dan Pertamina di mana setelah taraf produksi ekono-
mis dimulai, kontraktor diwajibkan mendidik dan melatih
tenaga tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan salah sa-
tu ketentuan di dalam XKontrak Bagi Hasil bahwa manajemen
operasi berada di tangan Pertamina. Hal ini memungkinkan
Pertamina melakukan pengawasan dan koordinasi agar im~
plementasinya senantiasa sejalan dengan dinamika kepen-

tingan Indonesia khususnya dalam peningkatan partisipasi

nasional dan terseienggaranya alih teknologi.5

Akan tetapi pada dasarnyva antara teori dan kenya-
taan di lapangan terdapat perbedaan yang perlu dicarikan
remecahannya. Dengan demikian kegiatan dalam rangka Kon-
trak Bagi Hasil dapat menjadi rangkaian kegiatan bersama

{(usaha bersama) dengan ketentuan dan tujuan yang konsis-

5Pertamina, 25 Tahun Pertamina, Jakarta,
Desember, 1982, {selanjutnya disingkat Pertamina 1), h.
53.
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ten. tetapi sama sekali tidak menutup diri terhadap di-
namika kepentingan nasional dan gejolak yang bersifat
globatl.

Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan kon-
traktor asing sebagai suatu perjanjian internasional me-
miliki banyak aspek di dalamnya. Antara lain apabila
terjadi sengketa, hukum manakah yang beriaku untuk suatu
perjanjian yang bersifat internasional? Pada perjanjian
internasional hal itu selalu menjadi persocalan, yaitu,
‘hukum mana yang berlaku, dalam hal ini hukum dari pihak
kontraktor asing atau hukum dari pihak Indonesia atau
suatu hukum lain yang mengatur perjanjian internasional
ini? Untuk menjawab hal tersebut, maka para pihak di da-
lam perjanjian tersebut mengadakan pilihan hukum.

Pilihan hukum adalah otonomi atau kebebasan para

pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mereka kehen-

daki.® Sejak semula orang telah sepakat bahwa hukum yang
berlaku untuk perjanjian internasional adalah hukum yang
dipilih oleh para pihak sendiri, karena hukum perjanjian
memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk menentu-
kan sendiri hukum yang berlaku bagi perjanjian yang di-
buatnya. Pendapat ini telah diterima secara luas oleh

ahli-ahli Hukum Perdata Internasional di seluruh dunia

5Sudargo Gautama I, op.cit., h. 3§.
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termasuk Indonesia. Pilihan hukum sangat penting bagi
perjanjian yaég bersifat internasiocanl. berkaitan dengan
hukum mana yang berlaku untuk perjanjian tersebut agar
tidak terjadi kesulitan apabila terjadi sengketa dikemu-
dian hari. Pilihan hukum harus dicantumkan dalam kontrak
yang dibuat untuk menghindari kesulitan apabila terjadi
sengketa.

Pada dasarnya suatu kontrak internasional tidak
dilaksankan sebebas-bebasnya oleh karena masih terdapat
hal-hal yang tidak diperkenankan bagi para pihak dalam
melaksanakan pilihan hukum. Hal ini berarti bahwa ada
batasan bagi para pihak% untuk memilih hukum yang berla-
ku dalam perjanjian internasinal yaitu:

a. pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban
umum;

b. pilihan hukum tidak boleh menjadi penyelundupan
hukum;

c. pilihan'hukum hanya mungkin dibidang hukum kon-
trak dengan pengecualian tidak boleh mengenai
hukum kontrak kerja;

d. pilihan hukum tidak boleh mengenai ketentuan-ke-

tentuan perdata dengan sifat publik.7

7Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional,
Alumni, Bandung, 1983, {(Selanjutnya Disingkat Sudargo
Gautama II), h. 16.
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Dari hal di atas dapat dilihat bahwa pilihan hukum tidak
diperkenankgn terhadap suatu bidang di mana pemerintah
telah menetapkan suvatu peraturan khusus yang bersifat
sosial ekonomis.

Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan kon-
traktor asing sebagai salah satu bentuk kontrak inter-
nasional di dalamnya memiliki salah satu ciri perjanjian
internasional, yaitu, dalam hgl sengketa biasanya dise-
lesaikan di luar pengadilan melalui suatu badan arbitra-
se. Arbitrase adalah badan peradilan di luar lingkungan
peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusaha-
an. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentu-

kan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa secara su-

karela.8 Arbritase adalah penyelesaian atau pemutusan
sengketa oleh para arbritator yang berdasarkan persetu-
juan para pihak bahwa mereka akan tunduk kepada atau
mentaati keputusan yang diberikan oleh para arbritator
vang mereka pilih tersebut.?

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbritase
cenderung dipilih oleh para pihak yang terlibat di dalam

kontrak internasional atau kontrak-kontrak yang bernilai

8abduikadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia,
Citre Aditya Bakti, Bandung, 1991, h, 226,

9r. Subekti, Arbritase Perdagangan, Binacipta,
Bandung, 1979, h. 1.
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besar dibandingkan penyelesaian melaluil pengadilan biasa
disebabkan pertimbangan bahwa penyelesaian melalui arbi-

trase lebih c¢epat dan murah, bersifat rahasia dan di-~

hindarkan dari publisitas, tidak banyak formalitas.!0

Hal ini banyak dilakukan oleh para pengusaha asing yang

mengadakan perjanjian dengan pihak Indonesia dengan me-

minta di1 dalam perjanjian yang mereka adakan agar dican-
tumkan arbitrase internasional untuk penyelesaian seng-
keta.

Dengan berlandaskan pada latar belakang di atas
maka akan timbul beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan pengusahaan minyak di Indonesia dalam bentuk Per-
Janjian Bagi Hasil! yang dapat dirumuskan sebagai ber-
ikut:

a. bagaimanakah pengaturan dan pengusahaan minyak di
Indonesia sehingga memberikan suatu hasil yang opti-
mai?

b. sejauh mana Pejanjian Bagi Hasil memberikan hasil
bagi dunia perminyvakan di Indonesia berkaitan dengan
prinsip alih teknologi di dalam kontrak tersebut?

¢. apabila terjadi sengketa antara Pertamina dan pihak
kontraktor asing, bagaimanakah penyelesaian sengketa

tersebut?

1oSudargo Gautama II, op.cit., h. 35.
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2. Penjelasan Judul

Judu] skripsi ini adalah "Perjanjian Bagi Hasil
Antara Pertamina dan Perusahaaﬁ Minyak Asing di Indo-
nesia Ditinjau dari Sudut Hukum Perdata Internasional"”,.
Pengertian bagi hasil menurut Kamus Besar Bahasa.Indo-

nesia adalah pembagian hasil pertanian antara pemilik

tanah dan penggarap.11 Pengertian tersebut sesuai dengan
pengertian bagi hasil menurut lembaga hukum adat. Per-
janjian Bagi Hasil merupakan satu-satunyva bentuk kerja-
sama yang ditawarkan kepada kontraktor asing dalam bi-
dang perminyvakan. Perjanjian ini merupakén pengembangan
lembaga bagi hasil menurut hukum adat. Jika bagi hasil
menurut hukum adat di lapangan pertanahan, ﬁaka Perjan-
jian Bagi Hasil adalah bagi hasil dalam bidang permi-
nyakan. Keduanva memiliki prinsip yang sama. yaitu, pem-
bagian keuntungan tidak didasarkan atas hasil penjualan
produksi tapi atas hasi] produksi. Demikian juga menge-
nai biaya operasi keduanya memiliki prinsip yang sama
bahwa biaya operasi ditanggung oleh penggarap/kontrak-
tor. Persamaan lain adalah biaya operasi yang telah di-
kelvarkan oleh penggarap/kontrakor akan diganti dalam

-

bentuk natura vaitu padi/minyak.

llDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Xamus

Besar Bahasa Indonesia, Cet. I1I, Balai Pustaka, Jakarta,
1689, h. 64.
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Dalam Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan
pihak kontraktor asing harus terdapat suatu alih tekno-
logi'karéna pada dasarnya pengelolaan dengan sistem Per-
Janjian Bagi Hasil adalab segala kegiatan vang dilakukan
sendiri oleh perusahaan multinasional dengan memakai te-
naga asing dan tenaga Indonesia. Di sini segala sesuatu
vang dilakukan oleh pihak kontraktor asing adalah atas
persetujuan Pertamina selaku pemegang manajemen. Hal int
penting dalam konteks alih teknologi di mana diharapkan
Indonesia menjadi dominan dalam penyediaan dana dan men-
jadikan tenaga ahli Indonesia mempunvai kualitas "inter-
nasional staf".!2

Perjanjian Bagi Hasil! yang dilakukan antara Per-
tamina dan perusahaan minyak asing mengandung unsur
asing sehingga merupakan persoalan Hukum Perdata Inter-

nasional.

3. Alasan Pemilihan Judul
Minvak dan gas bumi sebagai salah satu modal pem-
bangunan sampai saat ini masih memegang peranan penting

dalam pembangunan terutama dalam penerimaan devisa di

lzPertamina. Pertamina On _The Move, Jakarta,
Desember, 1990 (selanjutnya disingkat Pertamina I1), h.
61.
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samping sektor non migas. Keberadaan minyak dan gas bumi
sebagai sumber alam yang tidak dapat diperbarui dan de-
ngén semakin menipisnya cadangan minyak bumi mgngharus-
kan kita mengadakan usaha eksplorasi. Untuk usaha ter-
sebut diperlukan kerjasama antara Indonesia dalam hal
ini diwakili oleh Pertamina dan perusahaan minvak asing
akibat kurang memadainya kemampuan yang dimiliki oleh
Indonesia. Agar kerjasama tersebut memberikan suatu ni-

“lai lebih dan keuntungan bagi pihak Indonesia serta mem-
berikan suatu kepastian hukum maka kerjasama tersebut
diatur dalam kontrak bagi hasil.

Dalam Kontrak Bagi Hasil terdapat banvak permasa-
lahan antara lain masalah hak dan kewajiban para pihak
yang terkadang bila salah satu tidak dipenuhi dapat me-
nimbulkan séngketa. Selain itu masalah lain yang dapat
timbul adalah dalam bidang alih teknologi di mana kadang
terdapat pihak asing yang enggan untuk melakukan alih’
teknologi karena memang teknologi bernilai mahal, meregé
lebih senang dikenakan sanksi dalam bentuk denda sehing-
ga hal itu menyulitkan Pagi pihak Indonesia. Oleh karena

‘itu diperlukan upaya pemecahan agar hal itu tidak terja-

di.l3 selain itu Kontrak Bagi Hasil sebagai salah satu

13wawancara dengan Ir. Lukito Rio, ARI. I. Prod.
West, Jakarta, 22 Agustus 1991.
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perscalan Hukum Perdata Internasional memiliki beberapa

persoalan yang menarik untuk dikaji sebagai dasar pemi-

kiran bagi perkembangan dunia perminyakan di Indonesia.
Karena melihat adanya beberapa permasalahan di

atas maka saya memilih judul tersebut.

4, Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. untuk memenuhi persyaratan kurikulum dari Universitas
Airlangga khususnya Fakultas Hukum guna memperoleh -
geltar Sarjana Hukum;

b. untuk mengetahui lebih dalam tentang kontrak bagi
hasil dan permasalahan yang ada di dalamnya;

¢. Untuk menambah perbendaharaan literatur hukum, khusus-
nya bidang Hukum Perdata Internasional, sehingga di-

harapkan bermanfaat bagi pembacanya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Mésalah
Untuk mendapat kejelasan terhadap permasalahan
vang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka saya
akan membahas permasalahan tersebut lewat pendekatan
komparatif, yaitu, dengan membandingkaﬁ antéra masalah
yuridisnya atau teorinya dengan masalah sosiologisnya

atau praktéknya. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan
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sebagai Derikut:

Pendekatan yuridis, yaitu, dengan melihat pada
aspek hukumnya. Hel ini dapat diperoleh melaluwi litera-
tur., pendapat para sarjana dan ketentuan perundangan
vang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan di
atas.

Sedangkan pendekatan sosiologis dengan melihat
kenvataan yang ada dalam praktek sehari-hari. Dalam hal
ini ditempuh melalui penelitian lapangan untuk mencari
data yang objektif dengan cara observasi dan komunikasi
langsung dengan pihak yang terlibat aalam kontrak ter-
sebut. |
b. Sumber Data

Dalam melengkapi bahan penulisan skripsi ini. sava
lebih banyak memakai data primer daripada data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian
langsung, sedang data sekunder adalah dala yang didapat
dari basil penelitian orang lain. yang ada dalam lite-
ratur, majalah atau media lain.
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dan dipakai dalam
penulisan ini adalah dengan melihat pada hasil peneliti-
an lapangan dan studi literatur sehingga dapat ditemukan
fakta yang objektif. Data tersebut kemudian dikelompok-

kan sesuai dengan masalah yang akan dibahas, yang selan-
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Jutnya disusun secara sistematis dengan memakai metode
komparatif yuridis sosiologis, metode deduksi-induksi
sehingga dapat diperoleh data vang dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya.
d. snalisis Data
Data yang telah tersusun secara sistematis terse-
but kemudian dianalisa secara yuridis analitis, dengan
mengadakan metode deduksi-induksi. Metode deduksi adalah
metode yang ditarik dari suatu hal yang bersifat umum.
kKemudian dianalisa danm ditarik suatu kesimpulan vang
bersifat khusus yang ada hubungannyva dengan Kontrak Bagi
. Hasil. Sedang metode induksi adalah metode yang diambil
dari hal-hal vang bersifat khusus. kemudian ditarik ke-

simpulan yang bersifat umum.

6. Pertangpgungijawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini disusun sedemikian rupa
sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas ten-
tang pokok permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi
ini. Untuk itu skripsi akan dibagi dalam lima bab.

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari enam
sub bab. Keenam sub bab itu adaiah tentang latar bela-
kang permasalahan dan rumusannya. penjelasan judul, ala-
san pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi serta

pertanggungjawaban sistematika. Dengan mengetahui dan
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memahami bab pendahuluan ini maka pembaca akan lebih mu-
dah mengikuti uraian selanjutnya.

Pada béb II1 dibahas tentang pengaturan dan peng-
usahaan minyak di Indonesia, dasar hukum tentang peng-
usahaan minyak, perkembangan industri minyak Indonesia
serta pengusahaan hinyak dalam hal ini menyangkut masa-
lah eksplorasi dan produksi.

Pada bab III akan dibahas masalah Perjanjian Bagi
Hasil dalam bidang perminyakan yang menyangkut dasar hu-
kum serta prinsip-prinsip dalam Kontrak Bagi Hasil. hak
dan kewajiban para pihak serta peran Kontrak Bagi Hasi'l
dalam kaitannya dengan prinsip alih teknoleogi bagi dunia
perminyakan di Indonesia.

Pada bab IV dibahas penyelesaian sengketa antara
Pertamina dan kontraktor asing apabila terjadi sengketa,
hukum yang berlaku dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indo-
nesia, serta pilihan hukum dan choice of forum dalam
Kontrak Bagi Hasil di Indonesia.

Setelah mengetabui dan memahami semua permasalah-
an dan pembahasan dari bab 1 sampai bab 1V, maka bab Vv

ini merupakan penutup yvang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB 11

PENGATURAN DAN PENGUSAHAAN MINYAK BUMI DI INDONESIA

1. Dasar Hukum Pengusahaan Minvak Bumi di Indonesia

Minyak merupakan salah satu sumber kekayvaan alam
vang tidak dapat diperbarui (non renewable) dan merupakan
bahan galian strategis yang menyangkut hajat hidup orang
banyak. Berdasarkan kondisi yang demikian dan mengingat
minyak sebagai salah satu sumber dan aset kekayaan nega-
ra, maka perlu pengaturan dalam pengusahaannya agar ter-
jamin kelancaran pelaksanaan pengusahaan minvak terse-
but secara ekonomis dengan memberikan manfaat yang se-
besar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara.

Sejalan dengan ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal 33
Undang~undang Dasar 1945, pengusahaannya dikuasal oleh
negara. Sejalan dengan pasal tersebut dijabarkan lebih
lanjut pengaturannya dengan dikeluarkannyva Undang-undang
Nomor 44 PrP Tahun 1990 tentang pertambangan minvak dan
gas bumi di mana dalam pasal 3 ditentukan bahwa :

(1) pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan
oleh ﬁegara;

{2) uvsaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan
oleh perusahaan negara semata-mata.

Sebagai kelanjutan dari UU Nomor 44/Prp/1960 maka didi-

rikan PN Pertamina dengan PP Nomor 27/1968 yang kemudi-

19
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an diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 ten-
tang Pertamina. Selanjutnya dikeluarkan PP Nomor 29 Tahun
1969 tentang penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepa-
da PN Pertamina, di mana dalam pasal 1 dikatakan bahwa:
"Kepada Pertamina yang didirikan berdasarkan PP Nomor 27/
1968 disediakan seluruh wilayah kuasa pertambangan Indo-
nesia sepanjang mengenai minyak dan gas buﬁ;": Sesuai
dengan pasal tersebut di atas jelaslah bahwa Pertamina
adalah satu-satunya perusahaan negara yang berhak mela-
kukan pengusahaan atas minyak dan gas bumi.

Tujuan dan fungsi utama sektor minyak yang penge-
lolaannya diserahkan oleh pemerintah kepada Pertamina
adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pa-
sal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, yaitu, membang-
un dan melaksanakan pengusahaan minvak dan gas bumi da-
lam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besargya.kemakmur-
an rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasio-
nal, menyediakan serta mglayani kebutuhan bahan bakar
minyak untuk dalam negeri. Dari hal di atas dapat kita
lihat betapa pentingnya peranan Pertamina untuk menun-
jang pembangunan nasional.

Sifat pengusahaan pertambangan minyak meliputi
beberapa aspek penting yang tidak dapat diabaikan dan
mutliak harus ada dalam setiap pengusahaan pertambangan

minyak.
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Ketiga aspek penting tersebut adalah sebagai berikut

a. padat modal;

b. melibatkan risiko tinggi dalam eksplorasi;

c. membutuhkan teknologi.
Karena adanya ketiga aspek penting tersebut, maka di da-
lam pengusahaan pertambangan minyak diperlukan empat sya-
rat yvang harus ada dalam setiap peiaksanaan ekplorasi dan
produksi yaitu: adanya sumber minyak, adanva modal yang
memadai, adanya teknologi canggih dan adanyva ketrampilan
vang profesional.

Indonesia sebagai negara berkembang dalam melak-
sanakan pengusahaan dan pertambangan minyak belum sepe-
nuhnya dapat mengandalkan kemampuan sendiri, olieh karena
itu masih memerlukan Kkerjasama seperti yang dikemukakan
dalam pasal 6 avat (1) Undang-undang Nomor 44 PrP 1960
vaitu:

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum
atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusaha-
an negara yvang bersangkutan selaku pemegang kuasa
pertambangan. ¥
Secara lebih tegas bentuk kerjasama tersebut terdapat
dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971
tentang Pertamina yvaitu: "Perusahaan dapat mengadakan
kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Production
Sharing". Dari hal di atas terlihat jelas bahwa bentuk

ker jasama yang diharapkan oleh Undang-undang dalam
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rangka pengusahaan pertambangan minyak antara Indonesia
dan perusahaan minyak asing adalah dalam bentuk Perjan-
Jian Bagi Hasil.

Dengan diaturnya pengusahaan pertambangan minyak
di dalam Undang-undang, diharapkan dapat memberikan su-
atu kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan per-
tambangan minyvak serta dapat memberikan suatu kKeuntung-
an bagi Indonesia terutama dalam bidang ekonomi berkait-

an dengan pengusahaan minyak oleh Pertamina.

2. Sumbangan Industri N{nxak Dalam Pembangupan Nasional

Minyvak bumi merupakan salah satu sumber daya alam
vang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu minyak bumi me-
Tupakan bahan galian strategis, baik untuk perekonomian
negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasionai. Proses untuk mengubah status dari sumber daya
alam menjadi bahan baku yang bermanfaat melibatkan ba-
nyak hal-hal penting. Diperlukan usaha-usaha.yang tidak
ringan untuk merubah sumber-sumber daya minyak dan gas
bumi menjadf sumber energi. Di samping itu, tidak semua
wilayah mempunyai kandungan mipyak bumi, diperlukan tek-
nologi canggih untuk penentuan tempat dan kepastian ada-
nya sumber daya minyak sehingga dapat dilakukan eksplo-
rasi dan eksploitasi sumber daya tersebut agar dapat

memberikan suatu keuntungan. Satu-satunya cara untuk me-
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nentukan adanya kandungan minyak adalah dengan melakukan
pengeboran pada lokasi yang sudah ditentukan dari pene-
litian.eksplorasi sebelumnya. Pengeboran yang dilakukan
tidak selalu berhasil menemukan kandungan minyak yang
cukup ekonomis dan menguntungkan untuk diproduksi, Oleh
karena itu penanganan kegiatan eksplorasi mempunyai ri-
siko yang tinggi dan memerlukan modal yang besar. Dapat-
lah dimengerti apabila industri minyvak merupakan indus-
tri vang melakukan kegiatan pada lahan yang selektif,
lahan yang benar-benar memiliki potensi minyak yang cu-
kKup ekonomis untuk dieksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan industri minyak selain memerlukan per-

"syaratan yang tidak mudah juga tidak dapat terlepas dari
faktor politik, baik keadaan politik dalam negeri maupun
luar negeri; Oleh karena itu pengelolaan serta pengusa-
haan minyak bumi harus dapat melihat kemungkinan-kemung-
kinan adanya éeluang dan kendala yang datang dari dalam
dan dari luar (faktor internal dan eksternal).

Industri minvak di Indonesia tidak Qapat terle-
pas dari industri-industri minyak di negara lain. De-
mikian pula sebaliknya terdapat suatu ketergantungan sa-~
tu dengan lainnya. Hal ini berhubungan dengan penentuan
harga minyak di pasaran internasional dan batas kuota
produksi agar tidak terjadi kelebihan produksi yang da-

pat mengakibatkan turunnya harga, karena pada dasarnya
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industri minyak merupakan industri yang sangat strategis
dan penting yang dapat menentukan ekonomi dan politik
suatu negara.

Industri minyak sebagai salah satu modal dasar
pembangunan nasional diharapkan membawa manfaat dalam
meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan dapat menja-
di sarana mencerdaskan kehidupan btangsa serta kemajuan
kKesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam pem-
bukaan Undang-undang Dasar 1945, Di dalam Garis-garis
Besar Haluan Negara telah ditentukan bahwa pembangunan
jangka panjang berkelanjutan harus mampu membawa per-
ubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi
Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya
atam digunakan secara nasional. Penggalian sumber dayva
alam diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup
dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebu-
fuhan genérasi yang akan datang, Serta pemanfaatan tek-
nologi dan ilmu pengetahuan dengan tetap menciptakan ke-
sempatan kerja. Peningkatan pengerahan dana-dana inves-
tasi dalam negeri dilakukan dengan cara yang tepat se-
hingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang dan
pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangun-
an. .

Peranan industri minyak dalam pembangunan nasi-

onal sangat besar baik dalam pemenuhan kebutuhan energi
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th

dalam negeri maupun sebagai penghasil deviss negara.
Fungsi utama dari industri minyak bumi adalah
a. sebagai penyedia/sumber energi;'

b. sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara;

c. sebagai penyedia bahan baku industri nasional.l4
Sebagai penyediaan energi di dalam negeri, minyak memi-
liki peranan dominan. Selama Pelita ] sampai dengan Pe-
lit; 1V, peranan industri minyak mencapai 81% sampai 97%
dari total pemakaian energi komersial di dalam negeri.
Sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara, industri
minyak seiama beberapa dasawarsa merupakan komoditas pe-
nyumbang terbesar dari komoditas-komoditas yang ada. Da-
i aspek ekonomi secara singkat dapat dilihat bahwa pada
tahun 1970 penerimaan ekspor dari sektor migas sebesar
US$ 446 juga..Tahun 1981 ketiga terjadi puncak harga mi-
nyak mentah di pasaran internasional, penerimaan mening-
kat mencapai US$20,6 milyar yang merupakan 82% dari pe-
nerimaan ekspor secara keseluruhan. Penurunan harga mi-
nyak pada dekade 1980 memberikan akibat penurunan pene-
rimaan ekspor migas menjadi US$ 7,6 milyar pada 1988 ya-
ng berarti hanya 40% dari seluruh penerimaan ekspor. Ta-

hun 1990 penerimaan eckspor migas mencapai jumlah US$

14r Abda’oe, "Energi Migas dan Panas Bumi,
Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi"”, Penjelasan Singkat
Direktur Utama Pertamina, Jakarta, 31 Januari 1991, h.
5.
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11.03 milyar. Sedangkan penerimaan negara dari sektor
migas memberikan sumbangan sebesar 28,7% pada tahun

1970/1971, dan meningkat pada tahun 1981/1982 mencapai

puncaknya menjadi 70,%.15 Tentang perkembangan sumbang-
an minyak dan gas bumi dalam penerimaan negara secara
lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1 halaman berikut
ini.

Sedangkan untuk periode tahun 1992 penerimaan da-
lam negeri dari sektor migas diperkirakan sekitar 37%
dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dari tabel 1 dapat
dilihat bahwa industri minyak memiliki peranan yang cu-
kup besar di dalam penerimaan negara selama Pelita I
sampai Pelita IV. Akibat turunnya harga pada tahun 1980-
an, penerimaan negara dari industri minyak menjadi ber-
kurang. Berdasarkan pengalaman tersebut memberikan pela-
jaran bagi Indonesia untuk tidak terlalu menggantungkan
diri pada sektor industri minyak, sehingga pada tahun
anggaran berikutnya Indonesia berusaha memacu diri un-
tuk mengembangkan sektor non migas. Akan tetapi industri
minyak tetap memberikan sumbangan yang berarti dalam pe-
nerimaan negara, dengan kata lain peranan minyak masih
tetap diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup

berarti sebagai penghasil devisa. Ekspor minyak mentah

151bid., h. 6.
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TABEL 1

PERKEMBANGAN SUMBANGAN MIGAS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
(DALAM MILYAR RUP1AH)16

! Sumbangan
Tahun Penerimaan %
Negara Migas Non Migas

1970 243.7 65.8 177.9 27.0
1971 344 .6 99.2 245.5 28.7
1972 428.0 140.9 287.1 33.0
1973 590.6 230.5 360.1 39.0
1974 967.7 382.2 585.5 39.5
19735 1.753.7 957.2 796.5 54.6
1976 2.241.9 1.248.0 993.9 55.7
1977 2.906.0 1.635.3 1.270.7 56.3
1978 3.535.4 1.948.7 1.586.7 55.1
1979 4.266.1 2.308.7 '1.957.4 54.1
1980 6.696.8 4,289.6 2.437.2 63.6
1981 10.227.0 7.019.6 3.207.4 68.6
1982 12.212.6 8.627.8 3.584.8 70.6
1983 14.418.3 8.170.4 4.247.9 65.8
1984 14.432.7 9,520.2 4.912.5 70.6
1985 15.905.5 10.429.9 5.476.6 65.8
1986 19.252.8 11.144.4 8.108.4 57.9
1987 16.140.6 6.377.6 9.803.0 39.3
1988 20.803.3 10.047.2 10,.756.1 48.3
1989 23.004.3 9.527.0 13.477.3 41.4
1990 28.740.0 11.252.0 17.488.0 39.2
1991 40.184.0 15.008.8 25.175.2 37.4

maupun produksi-produksi industri minyak di pasaran in-
ternasional masih akan tetap diupayakan peningkatannya,
agar persediaan devisa yang sangat diperlukan untuk pem-
bangunan tetap terjamin.

Kegiatan pengusahaan minyak tersebar hampir di

lépipiah dari, Nota Keuangan Negara dan Jurnal
BA, Edisi Maret 1992, h. 3.

SKRIPSI - PERJANJIAN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

28

seluruh nusantara vang pada umumnyva tersebar di daerah
terpercil. Dengan demikian kegiatan pengusahaan minyak
dapat merupakan sarana pengembangan wilayah, tefutama di
sekitar wilayah operasi perminyakan.

Pengusahaan industri minyak merupakan serangkaian
kegiatan dari eksplorasi, eksploitas, pemurnian, pengo-
lahan, pengangkutan dap pemasaran. Untuk terlaksananya
Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sarana penunjang
vang melibatkan banvak perusahaan baik itu miik pemerin-
tah, swasta maupun asing. Dengan banyvaknya perusahaan
tersebut maka makin banyak tersedia lapangan kerjé yang
membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, dengan de-
mikian industri minyak besar pula peranannyva dalam me-
ngurangi tingkat pengangguran.

Industri minyak selain padat modal, juga melibat-
kan teknologi tingkat tinggil. Dengan adanya kegiatan pe-
ngusahaan minyak merupakan sarana terjadinya alih tek-
nologi. Peranan industri minyak sangat besar untuk me-
menunjang kegiatan perekonomian yang lain. Akan tetapi
ditengah perkembangan ekonomi dunia yang tidak stabil,
perkembangan harga minyak bumi di pasaran dunia memper-
lihatkan kecenderungan yang tidak menentu serta sulit
diperkirakan arahnya demikian pula cadangan minyak bumi
vang semakin menipis maka perlu dicari pemecahan dengan

peningkatan penggunaan energi alternatif dengan mengada-
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kan penelitian-penelitian. Dengan tersedianya energi al-
ternatif. maka penggunaan minyak bumi dalam negeri dapat
dialihkan untuk ekspor, sehingga ekspor minyak bumi da-

pat meningkatkan penerimaan devisa negara.

3. Pengusahaan Industri Minvak di Indonesia Oleh Per-

tamina
Kegiatan pengusahaan minyak di Indonesia baru di-
mulai tahun 1885 dengan mulai diproduksinya minyak bumi
dari sumur Telaga Said di Sumatera Utara. Pengusahaan
industri minyak akan tetap berlangsung selama cadangan

minyak masih ada dan diperlukan serta dapat diproduksi

secara menguntungkan.17

Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Ta-
hun 1971 telah menyerahkan pengelolaan sektor minvak ke-
'pada Pertamina sebagail satu-satunya perusahaan negara
yang diberi wewenang untuk mengelola sektor tersebut,
Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, Perta-
minta diberi wewenang dalam pengusahaan minyak meliputi
esplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengang-
kutan dan penjualan, serta wewenang untuk me lakukan per-
luasan bidang-bidang usaha sepanjang masih ada hubungan--

nya dengan pengusahaan minyak. Modal dan seluruh biaya

I7P«ertamina.l, op.cit., h. 5t.
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operasi disediakan oleh pemerintah dan didasarkan pada

anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana

investasi perusahaan. Selain wewenang tersebut, berda-

sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 kepada

Pertamina disediakan seluruh wilayah hukum pertambang-
. an minyak dan gas bumi Indonesia.

Pengelolaan kegiatan eksplorasi produksi yang
bersangkutan dengan hasilnya mengalami perubahan dari
tahun ke tahun dan disesuvaikan dengan kondisi, potensi
dan risiko. Dengan dibentuknya Pertamina melalui Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina adalah pengelola
tunggal pengusahaan minyak di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pasal 12 Bab V Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971
tercantum ketentuan bahwa Pertamina dapat mengadakan
kerjasama dengan pihak lain dalma bentuk Production
Sharing atau Bagi Hasil. Berdasarkan Ketentuan tersebut,
dengan adanya keterbatasan pemilikan dana dan teknologi
maka Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak
lain vang diutamakan pada sektor-sektor yang memiliki
risiko tinggi. Oleh karena itu dalam penanganan kegiatan
eksplorasi, tidak seluruh kegiatan dilaksanakan oleh
Pertamina sendiri. Sebagian dikerjakan oleh perusahaan
multinasional dengan manajemen tetap dipegang oleh Per-
tamina. Pada dasawarsa terakhir juga telah diterapkan

suatu cara yang cukup progresif, yvaitu, kegiatan dilak-
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sanakan oleh Pertamina sendiri dengan pembiayaan ditang-
gung oleh pihak ketiga dengan risiko penuh ditanggung
oleh pihak penyandang dana.

Pada dasarnya terdapat beberapa sistem pengelcla-
an dalam pengusahaan minyak yang pernah diterapkan oleh
Pertamina maupun yang saat ini masih dipakai di dalam
pengusahaan industri minyak di Indonesia dalam kegiatan
eksplorasi dan produksi yaitu :

a. Pertamina melaksanakan sendiri kegiatan eksplorasi
dan produksi

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah sama
dengan kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan
minyak di dunia. Tujuan maupun persoalan yang dihadapi
sama, yaitu, semaksimal mungkin menemukan dan memproduk-
si minyak bumi.

b. Kegiatan eksﬁlorasi dan produksi dilakukan oleh pihak
ketiga atas dasar Perjanjian Karya

Dalam perjanjian Karya ini yang melaksanakan ada-
lah perusahaan multinasional yang telah disetujui oleh
DPR. Dalam kontrak minyak semacam ini, seluruh biaya dan
risiko ditanggung oleh kontraktor asing demikian juga
sekaligus manajemen operasionalnya. Pembagian keuntungan
adalah berupa uang dengan perbandingaﬁ 60:40, dalam hal
ini 60% untuk pemerintah sedangkan vang 40% adalah untuk

kontraktor asing. Selain itu pemerintah akan menerima
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minimal 20% dari nilai kotor minyak vang dihasilkan tiap
tahun oleh perusahaan asing. Tentunva hal ini lebih me-
nguntungkan bagi pihak kontraktor sehingga dalam brak-
teknya kontrak ini hanya sekali dan terakhir dilakukan
di Indonesia yaitu antara PN Pertamina dan Caltex, Per-
tamina dan STANVAC serta PN Permigas dengan SHELL pada
tahun 1963. Pada perpanjangan kontrak antara Pertamina
dengan CALTEX pada tahun 1983 diperbarui dalam bentuk
perjanjian Bagi Hasil.
¢. Joint Operation

Pada sistem ini, Pertamina menyertakan dana 50%
pada kondisi setelah mencapai tahap eksplorasi tertentu.
Cara ini telah banyak mendorong keinginan kontraktor as-
ing meningkatkan kegiatan dalam pengusahaan minyak bumi
di Indonesia. Operasi produksi dilakukan oleh kontraktor
asing sebagaimana halnya dalam perjanjian Bagi Hasil.
Pertamina berhak menerima 50% dari hasil keuntungan, se-
lain untuk mehutup dana yang telah dikeluarkan, dapat
secara nyata menaikkan produksi. Pembagian hasil untuk
negara adalah sama seperti dalam Perjanjian Bagi Hasil.
d. Joint Operation Agreement

Serupa tapi tak sama dengan yang sudah dijelaskan
di atas. Pada sistem ini, Pertamina dan pihak kontraktor
secara bersama-sama menetapkan pembentukan wahana pengu-

sahaan yang baru yang disebut joint operation body di
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mana kedua be]ah.pihak sama-sama memasukkan modal dan
personil dan bersama-sama melaksanakan kegiatan. Dalam
hal ini Pertamina berperan aktif mulai dari pemilikan
mcdal, penyertaan tenaga ahli dalam kaitannya dengan pe-
ngambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan
serta bengawasan.
e. Pertamina melaksanakan sendiri operasi eksplorasi dan

produksi dengan adanva Loan Agreement

Memasuki era baru dengan terealisirnya pinjaman

dari pihak ketiga (jepang) guna membiavai eksplorasi da
eksploitasi yang dilakukan sendiri oleh Pertamina. Pihak
ketiga tersebut menanggung risiko 100%, bila dalam tahap
eksplorasi tidak ditemukan minyak bumi. Sedangkan bila
penemuan cadangan minyak cukup ekonomis, pinjaman dikem-
balikan dengan ditambah bunga dalam bentuk minyak. Lang-
kah ini sangat penting, tidak saja karena menyangkut
.sumber pembiayaan eksplorasi yang mengandung risiko
tinggi, tetapi terlebih karena merupakan suatu pengakuan
nyata bahwa Pertamina mampu melakukan sendiri operasi
eksplorasi dan produksi yvang sesuai dengan standar in-
ternasional.
f. Kegiatan eksplorasi dan produksi didasarkan atas Per~

janjian Bagi Hasil! dan peranan Pertamina di dalamnya

Pengelolaan dengan dasar Perjanjian‘Bagi Hasil

adalah segala kegiatan yang dilakukan sendiri oleh per-
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usahaan multinasional dengan memakai tenaga Indonesia dan
tenaga asing. Hal yang penting dalam perjanjian ini ada-
1ah pembagian hasil dengan perbandingan yang menguntung-
kan negara, yaitu, khusus untuk minyak adalah 85:15. Di
samping itu Pertamina adalah pemegang manajemen dan me-
miliki peranan aktif untuk dapat menghasilkan hasil usa-~
ha yang maksimal bagi negara. Pertamina melakukan peng-
awasan dalam hal penggunaan dana maupun dalam penilaian
keekonomisan suatu program pengembangan lapangan produk-
si. Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kon-
traktor asing selaku operator adalah atas persetujuan
Pertamina. Hal ini sangat penting dan menentukan dalam
konteks alih teknologi maupun dalam pelaksanaan "Indo-

nesiasi” di masa mendatang. Indonesia ini dalam arti luas
di mana peranan Indonesia menjadi dominan dalam penye-

diaan dana dan menjadikan tenaga ahli Indonesia seba-

gai tenaga yang berkualitas internasional.!8

18wawancara dengan Ir. Anton Hariyanto, IMPD Per-
tamina, Jakarta, 3 Juni, 1992.
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BAB I11I
POKOK-POKOK BAGI HASIL DALAM BIDANG PERMINYAKAN

DI INDONESIA

1. Prinsip Pokok dan Prosedur Dalam Perjanjian Bagi Ha-

sil

Berdasarkan ketentuan di datam Undang—?ndang No-
mor 8 Tahun 1971 Pasal 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa
Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain
dalam bentuk Bagi Hasil, sejalan dengan pasal tersebut
maka di dalam kegiatan eksplorasi dan produksi Pertamina
bekerja sama dengan pihak kontraktor asing dalam mengu-
sahakan industri minyak bumi dalam bentuk Perjanjian Ba-
gi Hasil. Selanjutnya dalam ayet Z dikatakan bahwa sya-
rat kerjasama tersebut akan diatur dengan peraturan pe-
merintah. Akan tetapli pada kenyataannya sampai saat ini
peraturan yang dimaksud belum terealisir. Dengan adanva
peraturan pemerintah mengenai syarat-syarat Perjanjian
Bagi Hasil akan lebih menjamin kepastian hukumnya. Di
samping itu dengan adanya peraturan yang jelas tentang
syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil, perusahaan minyak
asing vang akan mengadakan kerjasama sudah dapat memper-
kirakan kemungkinan isi dari kontrak sehingga dapat mem-
perpendek waktu yang dipakai untuk melakukan negosiasi.
Untuk mengisi kekosongan tersebut menteri pertambangan

35
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dan energi memberikan surat petunjuk kepada Pertamina

sehubungan dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Bagi

Basil.

Secara garis besar prinsip-prinsip pokok di dalam

Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Operasi pertambangan minyak bumi berada di
tangan Pertamina.

Prinsip ini sesuai dengan kebijaksanaan perminyak-
an nasional yang menghendaki agar pengusahaan minyak bu-
mi dikendalikan oleh perusahaan negara. Dengan kendali
di tangan perusahaan negara berarti memberikan kesempat-
an untuk mengembangkan kemampuan perusahaan negara dalam
operasi perminyvakan.

b. Kontraktor diwajibkan menyediakan dana dan teknologi
untuk pelaksanaan operasi eksplorasi dan produksi mi-
nyak bumi.

c. Masa eksplorasi maksimum adalah 10 tahun dan jika se-
belumnya berhasil memproduksikan‘minyak bumi secara
komersial, maka keseluruhan masa kontrak menjadi 30
tahun. .

Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan pemba-
haruan kontrak sebelum kontrak yang lama berakhir.

d. Seluruh biaya operasi pertambangan minyak dan gas bu-
mi ditanggung kontraktor dan kontraktor bertanggung-

jawab serta menanggung resiko apabila tidak ditemukan
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e. Semua biava operasi akan diperoleh kembali oleh kon-
traktor asing.

Kontraktor asing akan mendapatkan kembali biaya
operasi vang telah dikeluarkan apabila ditemukan minvak
dan gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial.
Penggantian biaya operasi ini adalah maksimum sebesar
40% dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

f. Sisa pendapatan setelah dikurangi biaya operasi dan
produksi dibagi dengan perbandingan 85% untuk Perta-
mina dan 15% untuk kontraktor, dalam bagian Pertamina
sudah termasuk pajak untuk persercan dan pajak atas
bunga.

g. Kontraktor harus bersedia memenuhi domestic obligati-
en.

Domestic obligation, yaitu méksimum 25% dari pro~
duksi yang merupakan bagiannya atau sama dengan 25%x15%
= 0,0375% dari seluruh produks: vang dibagi bersama se-
telah pengurangan biaya untuk biaya operasi dengan kom-
pensasi US% 0,20 per barel.

h. Dalam jangka wektu tertentu antara 6 sampai 10 tahun,
kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya minimum
untuk eksplorasi.

i. Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah

kerjanya dengan tahapan 25% dalam 2 tahun pertama ma-
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sa kontrak dan 25% lagi dalam 2 tahun berikutnya.
Apabila tidak berhasil memproduksi secara komer-
sial maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilavah
kerja dalam masa eksplorasi 10 tahun serta mempertahan-
kan 15% wilayah kerja setelah 10 tahun masa eksplorasi
jika sebelumnya berhasil memproduksi secara komersial.
J. Sesudah mencapai tingkat produksi komersial, kontrak-
tor wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam
negeri.

k. Semua peralatan dan barang~barang kapital yang dibeli

kontraktor untuk keperluan operasinya, sesudah masuk
di pelabuhan Indonesia menjadi milik Pertamina tetapi
kontraktor dapat memanfaatkannya selama masa kontrak,
juga data-data yang didapat dari pelaksanaan operasi
menjadi milik Pertamina.

1. Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak sebagai

hasil kerja wilayahnya.

m. Kepada kontraktor diberikan intensif eksplorasi.

Intensif eksplorasi itu antara lain berupa:

(1) Harga minyak mentah prorata selama 5 tahun pertama
produksi adalah sesuai dengan harga pasar, sedangkan
setelah tahun ke lima harga minyak mentah prorata
US$ 0,20 (untuk kontrak lama sebelum 1969) sedangkan
sesudah tahun 1989 adalah 10% dari harga ekspor;

(2) Investment credit sebesar 20% (pajak lama) atau 17%
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(pajak baru) untuk fasilitas produksi:

(3) Insentif laut dalam untuk daerah lepas pantai dengan
Kedalaman tertentu,

Dengan melihat dari prinsip~prinsip pokok di dalam
Perjanjian Bagi Hasil! maka secara garis besar akan dapat
dilihat isi serta maksud dari kontrak yang dibuat antara
Pertamina dan kontraktor asing. Dari prinsip-prinsip po-
kok tersebut dapat dilihat bahwa secara hukum Indonesia
memiliki posisi yang wenguntungkan sebagai pihak yang
memiliki wilayah pertambangan.

Sebelum sampai pada penandatanganan suatu Kontrak
Bagi Hasil, dalam prosesnya memiliki beberapa tahapan.
Tahapan-tahapan yang ada dalam pembentukan Perjanjian
Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama, Pertamina mengadakan pelelangan wila-
yah kerjanya.

Pada tahap ini Pertamina mengundang kontraktor-
kontraktor minyak asing yang ada di Indonesia untuk me-
ngikuti lelang tersebut. Undangan untuk lelang tidak di-
siarkan dalam media massa guna menjaga kerahasiaan dari
wilayah Kkerja yang akan ditawarkan oleh Pertamina. Pada
saat pertemuan lelang disertakan pula model draft ken-
trak yang telah disusun oleh Pertamina sebelumnya. Draft
ini terdiri dari 17 bagian {(section) dan 4 bagian doku-

men tentang objek (exhibit). Ke 17 bagian dan 4 dokumen
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tentang objek tersebut adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

SKRIPSI

Bagian 1, Scope dan Definitions.

Pada bagian ini diuraikan tentang bidang kon-
trak serta definisi dari istilah-istilah pengusahaan
minyak dan gas bumi yang berhubungan dengan kontrak
tersebut.

Bagian 11. Terms.

Pada bagian ini dikemukakan jangka waktu da-
ri kontrak, pada umumnya jangka waktu dalam praktek:
adalah 30 tahun. Selain itu juga dikemukakan jangka
waktu kontraktor harus dapat menemukan minyak men-
tah, yaitu, pada 6 tahun permulaan kontrak sejak pe-
nandatanganan kontrak, harus dapat menemukan minyak
mentah. Juga dikemukakan perpanjangan waktu, jika
pada 6 tahun permulaan kontrak belum dapat menemukan
minyak maka kontraktor masih diberikan kesempatan 2

periode tambahan waktu masing-masing selama 2 tahun.

Jadi secara keseluruhan kontraktor diberi kesempatan

10 tahun untuk menemukan minyak dan gas bumi.
Bagian 111, Exclusion of Area.

Pada bagian ini dikemukakan cara pengembalian
wilayah kerja kepada Pertamina dari kontraktor, yang
biasanya jangka waktunya adalah 3 tahun, 5 tahun, 10

tahun.
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(4) Bagian IV, Work Program and Expenditures.

Pada bagian ini dikemukakan program kerja dan
pembiayaan dari operasi eksplorasi dan produksi, di
mana program kerja dan pembiayaannya disusun untuk
Jangka waktu 10 tahun kontrak.

(5) Bagian V, Rights and Obligations of the Parties.

Pada bagian ini dikemukakan hak-hak dan kewa-
Jiban dari para pihak yang teriibat di dalam Perjan-
jian Bagi Hasil dalam hal ini Pertamina dan kontrak-
tor asing.

(6) Bagian VI, Recovery of Operating Cost and Handling
of Production.

Pada bagian ini dikemukakan syarat-syarat dan
cara pengembalian biaya-biaya operasi dan pengenda-
lian atau penanganan produksi, yang meliputi minyak
mentah dan gas bumi.

(7) Bagian VII, Valuation of Crude Oil.

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara penak-

siran harga minyakX mentah yang telah diproduksi,
(8) Bagian VIII, Compensation and Production Bonus.

Pada bagian ini dikemukakan biaya-biaya kom-
pensasi yang harus dibayar oleh kontraktor asing
atas informasi yang dikeluarkan oleh Pertamina dan
bonus yang harus dibayar kepada Pertamina atas pro-

duksi minyak.
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(9) Bagian 1X, Payments.

Pada bagian ini dikemukakan mata tang mana
yang akan dipakai untuk pembayaran-pembayaran se-
hubungan dengan operasi eksplorasi dan produksi.

(10) Bagian X, Title of Equipment.

Pada bagian ini dikemukakan mengenai status
dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk me-
laksanakan program kerja dari operasi pertambangan
minyak. Berdasarkan praktek maka peralatan vang di-
beli dari lvar negeri menjadi milik Pertamina sejak
pertama kali tiba di pelabuhan di Indonesia.

(11) Bagian XI, Consultation and Arbitation.

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara penye-
lesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan
kontrak juga prosedur penunjukan arbitrator.

(12) Bagian XII, Employment and Training of Indonesian
Personel.

Pada bagian ini dikemukakan jabafan~jabatan
yang dapat diduduki tenaga Indonesia serta pendidi-
kan dan latihan bagi tenaga-tenaga atau orang Per-
tamina.

{13} Bagian XIII, Termination.
Pada bagian ini dikemukakan syarat serta ca-

ra pengakhiran kontrak.
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(i4) Bagian XIV, Books and Accounts and Audits.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-keten-
tuan tentang pembukuan, laporan keuangan serta pe-
meriksaan keuangan.

{15) Bagian XV, Other Provisiaon.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan sehu-
bungan dengan surat menyurat, hukum dan peraturan
vang berlaku bagi kontraktor tersebut, keadaan-ke-
adaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajiban sa-
lah satu pihak, pemrosesan produk hasi] operasi mi-
nyak dan teks dari kontrak tersebut. Tentang teks
kontrak ini, dalam naskahnya memang dikatakan di-
buat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan ba-
hasa Indonesia akan tetapi di dalam praktek, teks
kontrak hanya dibuat dalam bahasa Inggris.

(16) Bagian XVI, Participation.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-keten-
tuan perusahaan nasional yang ikut serta bersama
Pertamina dalam operasi eksplorasi dan produksi.

(17) Bagian XVII, Effectiveness.

Pada bagian ini dikemukakan tentang mulai ber-
lakunya kontrak, perubahan kontrak dan penandata-
nganan kontrak.

(18) Exhibit A, berisi perincian dan penjelasan dari

contract area.
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(19) Exhibit B, berisi peta dari contract area.

(20) Exhibit C, berisi perincian dan penjelasan tentang
prosedur laporan keuéngan, biaya operasi, metode
akuntansi, yang dipakai dalam perhitungan pengemba-
lian biaya operasi.

(21} Exhibit D, berisi penjelasan tentang prinsip yang
dipakai dalem keikutsertaan pihak perusahaan nasi-
onal Indonesia dalam operasi eksplorasi dan produk-
si.

Dalam lelang ini, Pertamina mencari kontraktor bonafid

dan memberikan tawaran terbaik sehubungan dengen wilayah

kerja yang ditawarkan.

b. Tahap kedua.

Pada tahap ini setelah diketahui kontraktor peme-
nang dalam lelang maka diadakan negoisasi antara Perta-
mina dengan kontraktor asing. Pada tahap negoisasi dibi-

l carakan tentang draft kontrak yang di}awarkan oleh Per-
tamina, apakah diterima seluruhnya ataukah ada tambahan
atau perubahan. Tetapi khusus tentang hukum dan peratur-
an yang berlaku di dalam kontrak tidak dapat ditawar la-
gi harus memakai hukum Indonesia dan kefentuan ini meru-
pakan harga mati.

c¢. Tahap ketiga.

Setelah tercapai kesepakatan dalam negosiasi, ma-

ka Pertamina akan mengajukan kepada pemerintah dan DKPP
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{Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina) untuk mem-
berikan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari
DKPP dan pemerintah dalam hal ini presiden, maka baruiah
dapat dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Bagi Hasil
tersebut. Yang menandatangani dalam hal ini adalah Dirut
Pertamina, wakil dari kontraktor asing serta Menteri
Pertambangan dan Energi selaku wakil dari pemerintah,.
Apabila dilihat, maka Perjanjian Bagi Hasil ini
merupakan perjanjian formil karena bentuknya tertulis
serta baru mengikat apabila para pihak telah menandata-
ngani kontrak tersebut dalam naskah yang resmi. KesepaQ
katan antara Pertamina dan kontraktor saja tidak dapat
menjadi dasar untuk mengikat kedua belah pihak melaksa-

nakan perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil

Di dalam setiap perjanjian internasional yvang di-
buat, di dalamnya selalu terdapat bagian yang membicara-
kan tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang ter-
1ibat dalam pembuatan kontrak tersebut, Tujuan dari pen-
cantuman secara tegas tentang masalah hak dan kewajiban
para pihak di dalam kontrak terutama adalah untuk meng-
antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi
dalam pelaksanaan kontrak selain itu juga memberikan

gambaran secara jelas tentang batasan-batasan yang hdrus
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dan dapat dilaksanakan oleh para pihak serta kompensasi
yang dapat diperoleh oleh para pihak sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan penﬁantuman se-
cara tegas tentang hak dan kewajiban di dalam kontrak
juga akan memberi kemudahan bagi para pihak apabila di
kemudian hari terdapat salah satu pihak vang melakukan
wanprestasi dengan kata lain pencantuman secara tegas
tentang hak dan kewajiban di dalam kontrakAakan lebih
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat
dalam kontrak tersebut.

Di dalam Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina
dan pihak kontraktor asing juga dicantumkan secara tegas
tentang hak dan kewajiban antara Pertamina dan kKontrak-
tor asing yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ten-
tang hak dan kewajiban dari para pihak dibagi menjadi
dua bagian yaitu hak dan kewajiban kontraktor dan Perta-
mina. Bak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
a. Hak dan kewajiban dari kontraktor asing:

(1) Wajib mengajpkan semua dana dan membeli atau me-
nyewa semua materjial, peralatan dan persediaan-
persediaan yang dibutuhkan untuk dibeli atau di-
sewa dengan mata uwang asing, menurut program ker-
ja; |

(2) Melengkapi semua bantuan teknik, termasuk perso-

nil asing yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pro-
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gram kerja;

{3) Menyediakan dana untuk melaksanakan program kerja
termasuk pembayaran untuk pihak asing ketiga vang
melakukan servis-servis sebagai kontraktor;

(4) Bertanggungjawab untuk persiapan dan pelaksana-
an program kerja yang harus dilaksanakan secara
praktis dan sesual dengan metode ilmiah yang te-
pat, dan kontraktor wajib mengambil langkah yang
-perlu untuk perlindungan pelayaran dan penangkap-
an ikan, dan harus mencegah meluasnya polusi laut
an. Pelaksanaan program kerja harus diusahakan
sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban-ke-
wajiban yang dibebankan pada pemerintah oleh hu-
kum internasionai;

(5) Memegang kontrol terhadap semus barang-barang se-
waan yang dibawa ke Indonesia dan berhak memin-
dahkan barang tersebut dari tempatnya;

(6) Mempunyai hak untuk menjual, memberikan, memin-
dahkan atau menempatkan semua atau setiap bagian
dari hak-hak dan kepentingannya, kepada perusaha-
an yang menjadi afiliasinya dengan persetujuan
tertulis dari Pertamina.

(7) Mempunyai hak masuk dan keluar dari area kontrak
dan fasilitas-fasilitas yvang ada sefiap saat;

{8) Mempunvai hak untuk menggunakan dan mempunyvai ja-
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lan masuk ke lokasi sumur;

Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan program
untuk training industri dan pendidikan bagi orang
Indonesia untuk semua klasifikasi tugas mengenai
operasi perminyakan;

Menyerahkan kepada Pertamina salinan dari semua
data asli tentang geological, geofisical, drill-
ing, sumur, produksi dan laporan-laporan lain.
Sesudah mencapai produksi komersial. kontraktor
wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam
negeri (kewajiban prorata);

Kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya mi-
nimum untuk eksplorasi;

Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wi-
layvah kerjanyas dalam jangka waktu tertentu;
Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada
pemerintah atas pajak-pajak yang dibebankan kepa-
danva;

Kontraktor berhak atas hasil produksi, yaitu, mi-
nyak mentah sebesar 28,846% setelah dikurangi bi-
aya operasi;

Kontraktor berhak mendapatkan kembali biaya ope-
Tas) yang telah dikeluarkan dafi hasil! produksij
Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak seba-

gal hasil wilayah kerjanya;
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{18) Kontraktor wajib membayar bonus informasi kepada
Pertamina;
(19) Kontraktor harus menunjuk perwakilan resminya dan
harus berkantor di Jakarta.
Di sisi lain maka Pertamina sebagai salah satu pihak
vang juga terlibat memiliki hak dan kewajiban yang di-
cantumkan secara tegas di dalam kontrak. Hak dan kewaji-
ban tersebut adalah:
b. Hak dan kewajiban dari Pertamina:

{1) Bertanggungjawab untuk manajemen operasi dan ber-
konsultasi dengan kontraktor sehubungan dengan
program kerja;

(2) Berkewajiban membebaskan semua pajak-pajak atas
barang-barang yang berhubungan dengan operasi
vang dilaksanakan serta atas pelayvanan-pelayanan
oleh kontraktor atau afiliasinya;

(3) Membantu dan mempercepat pelaksanaan program Ker-
jé kontraktor dengan menyediakan fasilitas-fasi-
litas secara keseluruhan yang dibutuhkan kontrak-
tor;

{4) Menjamin tersedianya dana rupiah yang cukup untuk
menutupi pengeluaran yang diperlukan dalam pelak-
sanaan program kerja;

(5) Berhak atas data asli yang dihasilkan dari opera-

si perminyakan yang telah disusun oleh kontraktor
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yang meliputi geological, geophysical, petrophy-
sical. engineering, kedudukan sumur, laporan dan
data lain;

{6) Dapat menggunakan peralatan-peralatan yang ada
sepanjang tidak mengganggu operasi perminyakan
kontraktor dan atas ijin kontraktor;

(7) Berhak atas seluruh peralatan yvang telah dibeli
oleh kontraktor untuk operasi perminyakan;

(8) Berhak atas hasil produksi sebesar 71,538 untuk
minyak mentah.

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pi-
hak dalam perjanjian telah dibatasi ruang geraknya oleh
hak dan kewajiban masing-masing seperti yang tercantum
di dalam draft Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi se-

ringkali terjadi di dalam praktek berbeda dengan yang

telah disebutkan di dalam draft kontrak terutama dari

segi kewajiban kontraktor untuk menyiapkan dan melaksa-
nakan training industri bagi orang Indonesia serta pro-
ses alih teknologi dan indonesiasi dalam rangka operasi
eksplorasi dan.produksé minyak, sehingga lebih awal pi-
hak Indonesia harus dapat mengantisipasi kondisi terse-

but.
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3. Sumbangan Perjanjian Bagi Hasil Berkaitan Dengan

Prinsip Alih Teknologi di Dalam Kontrak Bagi Hasil di

Indonesia
Kontrak Bagi Hasil sebagai satu-satunya bentuk
vang ditawarkan oleh Indonesia kepada pihak kontraktor
asing tidak dapat dipungkiri telah memberikan suatu sum-
bangan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Perjan-
jian Bagi Hasil yang diciptakan oleh Ibnu Sutowo dalam
usaha untuk menarik minat perusahaan-perusahaan minyak

asing telah memberikan suatu sumbangan yang cukup poten-

sial dalam penerimaan negara.19 Denéan Perjanjian Bagi
Has1l ini maka secara tidak langsung telah menerapkan
suatu pola pemilikan sepenuhnya minyak oleh negara, ya-
itu dengan menguasai manajemen pengusahaan minvak dan
gas bumi. Dengan konsep kontrak Bagi Hasil, maka terda-
pat banyak kemajuan di dalam pengusahaan minyak di Indo-
nesia, diantaranya, 4i permulaan tahun 1989 telah ter-
bentuk 70 kontrak area vang memakai sistem Kontrak Bagi
Hasil, yaitu, 22 kontrak telah berproduksi dan 48 kon-
trak sedang dalam tahap eksplorasi. Banyak perusazhaan-
perusahaan asing yang tergabung dalam Kontrak Bagi Hasil
membangun perusahaan dan menjalin hu@ungan yang abadi

dengan Indonesia dan di bawah pimpinan Pertamina, banyak

19Departemen Pertambangan dan Energi, 40 Tahun

Pertambangan dan Energi Indonesia 1945 - 1985, h, 263.
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di antara perusahaan asing tersebut yang memberikan ba-
gian dari pendapatan mereka kepada Indonesia dalam ben-
tuk dukungan dan bantuan dengan sasaran bidang-bidang

sosial dan kemanusiaan, misalnya, membangun rumah sakit,

sekolah, sarana jalan dan penerangan, sarana olah raga-

dan lain-lain.2% Di sini terlihat bahwa dengan Kontrak
Bagi Hasil selain menarik minat perusahaan-perusahaan
asing dalam eksplorasi minyak di Indonesia di satu sisi,.
sedang di sisi lain dengan'banyaknya perusahaan asing
vang datang ke Indonesia guna mengadakan kerjasama de-
ngan Pertamina telah dapat memberikan tingkat kehidupan
yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar area kontrak
tersebut.

.Salah satu aspek penting vang ada di dalam Per-
janjian Bagi Hasil adalah konsep alih teknologi. Hal ini
terlihat dalam salah satu bagian dalam draft kontrak
vang ditandatangani antara Pertamina dan Marathon Petro-
leum Tiram, sebuah perusahaan perminyakan vang ada 4di
bawah hukum negara bagian Delawafe, Amerika Serikat pada
bagian V tentang hak dan kewajiban para pihak, sub M se-
bagai berikut: "Contractor shall to prepare and carry
out plans and programs for industrial training and edu-

cation of Indonesians for all job classifications with

20pertamina 11, op.c1t., h. 58,
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respect to operations contemplated hereunder”., Dari sub
bagian tersebut bahwa kontraktor wajib memberikan train-
ing dan pendidikan bagi temnaga Indonesia yang terlibat
di dalam operasi eksplorasi dan produksi minyak yang se-

+ cara tidak langsung apabila pihak kontraktor melakukan
kewajibannya dengan baik akan terjadi alih teknologi ke-
pada pihak Indonesia., Secara teoritis apabila konsep
alih teknologi ini berjalan dengan lancar maka dalam be-
berapa dekade, Indonesia telah dapat melaksanakan sendi-
ri operasi eksplorasi dan produksi minyak bumi. Tetapi
ternvata di dalam praktek sehéri—hari, konsep alih tek-
nologi ini tidak mudah untuk dijalankan karena ada bebe-
rapa kontraktor asing vang enggan untuk melakukan alih
teknologi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya nilai kek-
nologl yang dipakai dalam operasi eksplorasi minvak bu-
mi, sehingga banyak pihak kontraktor asing yang enggan
untuk melaksanakan term tentang alih teknologi.

Apabila hal di atas tidak diantisipasi oleh pihak
Pertamina maka akan merugikan pihak Indonesia sendiri.
Oleh karena itu, agar konsep alih teknologi ini di dalam
praktek dapat berjalan secara lancar maka biasanva tena-
ga-tenaga dari Indonesia secara diam-diam mempelajari
teknologi tersebut.

Pada dasarnya alih teknologi memiliki pengertian

yang sangat luas. Bentuk-bentuk kerjasama di dalam pe-
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ngelolaan dan eksplorasi produksi minyak antara Pertami-
na dan perusahaan asing merupakan salah satu bentuk alih
teknologi. Alih teknologi dapat dibagi menjadi dua ke-
las, yaitu, perangkat keras {hardware) dan perangkat }u-
nak {(software). Hal ini berkaitan dengan sulitnya penca-
rian minyak sehingga memerlukan alat-alat yang mutakhir
dan mahal sedangkan di sisi lain pihak Indonesia tidak
memiliki cukup uvang untuk membelinya sehingga Pertamina
menggunakan modal asinévdan membawa alat tersebut mela-
lui modal asing ke Indonesia. Dengan adanya peralatan
vyang masuk ke Indonesia dan sesuai perjanjian, maka pi-
hak kontraktor harus memberikan training kepada pegawai-
pegawainya yang dimonitor oleh Pertamina melalui BPPKA
(Badan Pembina Pengusahaan Kontraktor Asing) tiap bulan.
Dengan kata lain pengertian alih teknologi sangat luas
mulai dari pemakainya sampai penunjang dari Kontrak Bagi
Hasil seperti.service company peralatan penunjang.21

Akan tetapi di dalam praktek bagi hasil ternyata
tidak seperti yang diharapkan disebabkan mahalnya tekno-
logi sehingga-pihak asing tidak 100% memberikan teknolo-
ginya. Sementara itu sanksi dari segi hukum tidak dapat
diberikan, karena Perjanjian Bagi Hasil memiliki kedudu-

kan vang spesifik dan isi dari draft kontrak tidak di-

2lyawancara dengan Dipl. Eng. Didi Aviadi, LASMO
0il, Jakarta, 22 Juni 1992.
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atur dalam suatu peraturan atau perundangan tapi hanya
merupakan petunjuk menteri dalam hal ini menteri "pertam-
bangan. Di sisi lain, pihak Pertamina tidak dapat membe-
rikan sanksi secara keras dan tegas karena bila hal itu
dilakukan, maka tidak ada modal asing yang mau masuk ke
Indonesia sehingga akan menghambat perkembangan pemba-
ngunan. Selain itu dalam hal operasl perminyakan secara
umum pemilik modal dalam hal ini kontraktor memiliki
prinsip dalam memberikan teknologinya tidak semua, Yang
penting bisa menunjang operasi dan agar tenaga asing te-
tap dibutuhkan. Sehingga apabila kewajiban yang berkait-
an dengan alih teknologi tersebut tidek dilakukan maka
Pertamina akan mewajibkan perusahaan untuk membayar den-
da dan tidak memberikan ijin perpanjangan. Akan tetapi
meskipun hal itu dijalankan, pihakllndonesia harus ber-
usaha dengan kekuatan dan keahlian tersendiri agak tek-
nologi maju dapat terserap dengan baik sehingga proses
alibh teknologi dapat berjalan lancar dan Perjanjian Bagi
Hasil dapat memberikan suatu sumbangan yang optimal bagi
perkembangan dunia perminyakan di Indonesia dan dapat
memberikan hasil vang optimal dalam penerimaan negara.
Pada dasarnya, kontrak yang dibuat antars Perta-
mina dan kontraktor asing merupakan kontrak standart
yang tidak adhesive dengan kata lain memiliki sifat ber-

imbang dan tidak mementingkan salah satu pihak. Akan te-

SKRIPSI PERJANJIAN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

56

tapi karena menyangkut kepentingan nasional Indonesia
maka térdapat beberapa term dalam kontrak yang bersifat
sepihak. Agar kedudukan hukum dari term secara khusus
dan kontrak tersebut secara umum terlindungi dan memili-
ki kekuatan hukum yang pasti, maka seyogyanva isi dari
draft kontrak tersebut tidak hanya berlandaskan pada pe-
tunjuk menteri tapi harus dalam svatu bentuk perundang-
undangan yang tegas dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat baik keluar maupun kedalam sehingga di dalam
pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dapat dihindarkan hal-
hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak In-

donesia.
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PENYELESAIAN HUKUM DALAM HAL SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

1. Hukum yang Berlaku Dalam Perjanjian Bagi Hasil di In-

donesia

Perjanjian Bagi Hasil sebagai salah satu persoal-
an Hukum Perdata Internasional memiliki salabh satu per-
soalan penting, yaitu, hukum yang berlaku dalam Kontrak
Bagi Hasil. Untuk menjawab hal di atas ada beberapa ke-
mungkinan. Pertama-tama yang perlu diketahui untuk me-.
nentukan hukum apa yang berlaku dalam suatu kontrak ada-
lah dengan melihat apakah para pihak telah menentukan
hukum yang berlaku bagi kontrak mereka dengan kata lain
apakah para pihak telah melakukan pilihan hukum {(choice
of law). Jika para pihak telah melakukan pilihan hukum,
maka yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para
pihak. Pilihan hukum tersebut harus dihormati. Hal ini
sesuai depgan prinsip kebebasan berkontrak menurut pasal
1338 KUHPerdata. Untuk mengetahui apakah para pihak te-
Jah melakukan pilihan hukum atau tidak, adalah dengan
melihat pada klausula yang dibuat para pihak dalam kon-
trak tersebut.

Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan kontrak in-
ternasional, tidak terlepas dari masalah pilihan hukum.
Untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam Kontrak Bagi

57
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Hasi]l di Indonesia dapat dilihat dalam klausula kontrak
antara Pertaminaﬂdan ULTRAMAR RUNTU Corporation sebuah
perusahaan yang berdiri di bawah hukum dari British Vir-
gin Island, yang ada dalam klausula law and regulation:
"The law of the Republic of Indonesia shall apply to
this contract”™. Dari klausula tersebut jelas bahwa hukum
yang berlaku adalah hukum Indonesia, dengan Xata lain
dalam kontrak tersebut para pihak telah mengadakan pili-
han hukum secara tegas.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan kontrak standart.
di mana draft kontrak telah dibuat sebelumnya oleh Per-
tamina kemudian diajukan kepada perusahaan-perusahaan
minyak yang ingin menjalin kerjasama, dan tentang pilih-
an hukum Pertamina selalu menetapkan bahwa hukum yang
berlaku bagi kontrak yang akan ditandatangani adalah hu-
kum Indonesia. Hal ini dengan pertimbangan tempat pelak-
sanaan dari kontrak adalah di1 Indonesia, di samping itu

wilayah dan kekavaan alam yvang akan dieksploitasi berada

di bawah pengawasan Indonesia. 22

Menurut pendapat sayva, pertimbangan Pertamina su-
dah tepat dan sejalan dengan salah satu teori tentang
pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu,

teori the most characteristic connection, Menurut teori

22yawancara dengan Dirut Pertamina, Jekarta 2 Ju-
ni, 1992,
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ini, hukum yang berlaku dalam suatu kontrak internasio-

nal adalah hukum dari negara pihak yvang melakukan pres-

tasi paling karakteristik.23 Walaupun teori tersebut di-
pakal jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, me-
nurut saya teori inipun dapat dipakal sebagai dasar per-
timbangan sehubungan dengan harus berlakunya hukum Indo-
nesia dalam Perjanjian Bagi Hasil di Indonesijia. Apabila
dilihat dalam praktek melalui kontrak vang ditandatanga-
ni maka pihak yang melakukan prestasi paling karakteris-
tik adalah Pertamina. Dalam hal ini Pertamina yang harus
memegang seluruh manajemen operasi minyak vang berasal
dari luar negeri, menyediakan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan, termasuk visa dan 1jin kerja bagl tenaga-te-
naga asing vang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi
serta perlindungan keamanan/sekuriti. Di samping itu,
Pertamina harus menyediakan rupiah vang cukup untuk pe-
ngeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program ker-
ja, menyediakan data-data yang dibutuhkan tentang area
kontrak, menyediakan tenaga-tenaga Indonesia yang dibu-
tuhkan dalam pelaksanaan program kerja, juga harus me-
nyelesaikan masalah pehbebasan tanah jika area kontrak
berada di darat dan banyak kewajiban lain yang dilakukan

Pertamina. Sedangkan prestasil yang paling karakteristik

23sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasiona
Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, h. 32.
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yang harus dipenuhi pihak kontraktor asing, vaitu, me-
nyediakan dana yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan
dan menanggung resiko kegagalan yang pada dasarnya dapat
diperkeci] dengan mengadakan survey pada area kontrak
berdasarkan data yang ada. Berdasarkan analisa dan per-
bandingan dari teori the most characteristic connection,
maka berlakunya hukum Indonesia dalam kontrak sudah te-
pat karena dalam hal ini Pertamina melakukan prestasi

yvang paling karakteristik.

2. Penvelesaian Sengketa Berkaitan Dengan Pilihan Forum

Salah satu pembahasan penting di dalam Hukum Per-
data Internasicnal adalah.tentang pilihan forum. Sering-
kali orang berpendapat bahwa bila telah diadakan pilihan
hukum misalnya mengarah pada hukum Indonesia maka dengan
sendirinya bila terjadi sengketa akan diselesaikan pula
ocleh forum dari Indonesia. Pengertian ini tidak benar.
Di dalam Hukum Perdata Internasional yang dimaksud de-
ngan pilihan forum adalah pemilihan dari instansi pera-~
dilan atau instansi lain yang oleh para pihak ditentukan
sebagai instansi yang akan mengadili jika timbul sengke-
ta di kemudian hari.?? vang dimaksud instansi lain ada-

lah lembaga arbitrase. Dalam Kontrak Bagi Hasil antara

24Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional
Hukum Yang Hidup, Alumni, Bandung, 19883, h. 53.
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Pertamina dan kontraktor asing selalu dicantumkan ten-
tang pilihan forum dalam hal ini bila terjadi sengketa
maka penvelesaian sengketa adalah melalui arbitrase in-
ternasional.

Kecenderungan pihak asing untuk memilih arbitrase
internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa mere-
ka adalah pada umumnya mereka tidak suka apabila sengke-
ta mereka dengan pihak Indonesia dibawa ke forum Indone-
sia. Mereka kha@atir terhadap hakim dan hukum dari nega-
rTa~-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka mengang-
gap bahwa hukum daril negara berkembang sukar untuk dime-
ngerti, dan kecenderungan hakimnva vang bersifat memihak
sehingga mereka menghindarkan diri untuk berperkara di
forum nasional dengan cara meminta agar dalam kontrak
dicantumkan arbitrase internasional untuk penvelesaian
sengketa.

Dalam Perjanjian Bagi Basil]l antara Pertamina dan
kontraktor asing yang telah ditandatangani, pilihan fo-
Tum yang dilakukan bila terjadi sengketa adalah menyvele-
saikan sengketa melalui badan arbitrase internasional
yaitu International Chamber of Commerce. Dengan demiki-
an, jika timbul sengketa di kemudian hari, maka penyele-
saiannya akan diadili oleh arbitrator sesuai ketentuan
arbitrase International Chamber of Commerce.

Sebagai contoh dalam praktek saya kemukakan pili-
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han forum yang dilakukan antara Pertamina dan Marathon
Petroleum Tiram, Ltd sebuah perusahaan minyak yang ada
di bawah hukum negara bagian Delaware, USA di mana diru-

muskan:

{1). Disputes, 1f any, arising between Pertamina and
contractor relating to this contract or the in-
terpretation and performance of any of the cla-
uses of this contract,and which cannot be sett-
led amicably, shall be submitted to the decisi-
on of arbitration. Pertamina on the one hand
and contractor on the other hand shall each ap-
point one arbitrator and so advise the other
party and these two arbitrator will appoint a
third. If either party fails to appoint an ar-
bitrator within thirty (30) days after receipt
of a written request to do so, such arbitrator
shall, at the request of the other party, if
the parties do not agree, be appointed by the
president of the international chambers of com-
merce. If the first two arbitrators appointed
as aforesaid fail to agree on athird within
thirty days following the appointment of the
second arbitrator.the third arbitrator shall,
if the parties do not otherwise agree, be ap-
pointed, at the reguest of either party by the
president of the international chamber of com-
merce. If an arbitrator fails of is unable to
act, his succesor will be appointed in the same
manner as the arbitrator whom he succeds.

{2). The decision of a majority of the arbitrator
shall be final and binding uvpon the parties,

(3). In the event the arbitrator unable to reach a
decision, the dispute shall be refered to Indo-
nesian court of law for setlement.

(4). Except as provided in this section, arbitration
shall be conducted in accordance with the ruiles
of arbitration of the International Chamber of
Commerce. :

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian
sengketa adalah melaluil arbitrase. Juga ditentukan cara

peﬁgangkatan arbitrator, selain itu ditentukan bahwa ke-
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putusan arbitrator bersifat final dan mengikat kedua be-
tah pihak. Juga para pihak sepakat bahwa ketentuan arbi-
trase yang dipakai untuk melaksanakan arbitrase adalah
ketentuan dari Rules of Arbitration of the Internatio-
nal Chamber of Commerce. Selain itu juga ada kesepakatan
bahwa jika para arbitrator tidak dapat menghasilkan ke-
putusan, sengketa akan diselesaikan di badan peradilan
Indonesia.

Dengan Kklausula arbitrase di atas, maka jika tim-
bul sengketa di kemudian hari apabila tidak dapat dise-
lesaikan oleh lembéga arbitrase maka akan dibawa ke Ba-
dan Peradilan di Indonesia. Dari klausula di atas terli-
hat bahwa para pihak tidak menentukan tempat dilangsung-
kannya arbitrase. Dengan demikian berdasarkan kesepakat-
an para pihak yang telah menunjuk ketentuan dari Inter-
national Chamber of Commerce, berdasarkan pasal 12 dari
the rules of ICC menentukan: "The place of arbitration
shall be fixed by the court, unless agreed by the parti-

"

es Berhubung para pihak tidak menentukan tempat di-
langsungkannya arbitrase, maka tempat tersebut ditentu-
kan oleh dewan arbitrase. Pada umumnya déwan arbitrase
akan memilih tempat tinggal sehari-hari yang sebenarnya
dari pihak arbitrator. Dengan kata lain arbitrase ini

umumnya akan berlangsung di negara yang lain dari negara

para pihak.
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Menurut pendapat saya, sebaiknva dalam klausula
arbitrase yang dibuat oleh Pertamin; ditentukan tempat
berlangsungnya arbitrase. Sehingga jika kelak terjadi
sengketa, maka dewan arbitrase ICC tidak perlu bersusah
pavah lagi untuk menentukan tempat berlangsungnya arbi-
trase, sehingga dapat mempersingkat waktu yang dapat me-
nunjang terlaksananya arbitrase dengan cepat.

Salah satu faktor yang terpenting dalam klausula
arbitrase dalam Perjanjian Bagi Hasil adalah tentang pu~
tusan arbitrase yang bersifat final den mengikat kedua
belah pihak. Klausula ini sangat penting dalam hubungan-
nya dengan pilihan arbitrase. Sebabd kalau tidak, bisa
saja pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati keputusan
arbitrase, sehingga piltihan arbitrase yang diharapkan
dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah ti-
dak dapat tercapai. Dengan adanya klausula tersebut., pa-
ra pibak harus secara sukarela melaksanakan putusan.ar~

bitrase tersebut.
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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengusahaan industri minyak bumi adalah industri yang
membutuhkan persyaratan yang tidak ringan dan dibutuh-
kan modal yang besar, teknologi canggih dan mempunyai
risiko tinggi. Pertamina sebagai satu-satunya perusa-
haan negara yang diberi wewenang penuh belum sepenuh-
nyva dapat melaksanakan operasi tersebut terutama yang
menyangkut risiko tinggi sehingga berdasarkan UU No
8/1971 diperkenankan menjalin hubungan dengan pihak
lain dalam bentuk bagi hasil. Pengaturan tentang sya-
rat-syarat kontrak dalam Perjanjian BAgi Hasil dalam
bentuk peraturan pemerintah hingga saat ini belum
ada, yang ada baru petunjuk menteri. Hal ini dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Alih teknologi dalam kontrak pada prakteknva tidak
sesuai dengan kenyvataan karena tidak berjalan lancar,
di sisi lain Pertamina mengalami kesulitan dalam hal
pemberian sanksi karena tidak adanya peraturan yvang
mengatur secara tegas. Dengan kata lain, Kontrak Bagi
Hasil tidak berjalan lancar karena masih terdapat
hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan Xon-
trak Bagi Hasil tidak tercapai.
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c. Pada ﬁmumnya penyelesaian sengketa dalam Kontrak Bagi
Hasil apabila tidak dapat diselesaikan secara damai
oleh para pihak maka penyelesaiannya akan diserahkan
kepada lembaga arbitrase, yaitu melalui Internatiocnal
Chamber of Commerce. Klausula arbitrase dalam kontrak
memiliki bentuk yang istimewa, karena memungkinkan
pilihan forum ganda, di samping sengketa diselesaikan
dengan jalan arbitrase juga akan diselesaikan dengan
badan peradilan Indonesia jika dengan jalan arbitrase
gagal. Dalam klausula arbitrase antara Pertamina dan
kontraktor asing, jarang mencantumkan tempat berlang-

sungnya arbitrase.

2. Saren

a. Karena minyak bumi adalah kekayaan alam yang tidak
dapat diperbarui, di samping cadangan minyvak vang se-
makin menipis maka sebaiknya diadakan pengaturan yang
tegas dalam pengusahaannya. Dengan adanya pengaturan
yang tegas dalam bentuk peraturan pemerintah guna me-
menuhi isi Pasal 12 ayat 2 UU NO 8/1971, dapat membe-
rikan kepastian hukum dan kepercayaan pada kontraktor
asing untuk menjalin kerjasama dengan Pertamina.

b. Perlu dibuat suatu pengaturan yang tegas mengenai
sanksi yang akan diberikan apabila pihak kontraktor

asing tidak memenuhi ketentuan alih teknologi dari
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kontrak sehingga tujuan Kontrak Bagi Hasi]l tercapai.
.Selain itu harus ada usaha dari pihak Indonesia sen—‘
diri agar alih teknologi dapat tercapai misalnya de-
ngan pengiriman tenaga ahli Indonesia ke luar negeri
guna mempelajari teknologi perminyakan.

c. Dalam Perjanjian Bagi Hasil yang akan datang, dalam
klausula arbitrasenya hendaknya dicantumkan pula tem-
pat berlangsungnya arbitrase, sehingga jika kelak
terjadi sengketa dapat mempersingkat waktu pelaksana-
an arbitrase sehingga tujuan yvang diharapkan dari

upava arbitrase, yaitu agar dapat dilaksanakan dan

diselesaikan dengan cepat, dapat tercapai.
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May, 1969

MODEL (PSC/FTP )/CONVENT IONAL AREA

PRODUCTION SHARING CONTRACT
between ]
PERUSAHAAN PERTAMDANGAN MINYAX DAN GAS BUMI NEGARA

and
THE PUBLICATION OR REPRODUCTION of

THIS PRINT WITHOUT WRITTEN PERMISSION
FROM PERTAMINA IS STRICTLY PROHIBITED

THIS CONTRACT, made ang entered into on this

-~

rhear s «-..s 198.., by and between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI NEGARA, a State Enterprise, established on the basis of

Law No. B8/1971, hereinafter called "PERTAMINA", party of the first
part, and ........ R =13/ S " (T Yoaf S Neytend . . a corporation
:organjzed and existing under the laws of ... ... .. ... .. ... ... ... ..
hereinafter called *“CONTRACTOR", party of the second eart, ‘in
hereinafter sometimes referred tg either individually as the  "Party”

or collectively as the "Parties”.
WITNESSETH

WHEREAS, all mineral cil and gas existing within the statutory
mining territorx’bf Indonesia, are national riches controlled by the
State; and

L WHEREAS, PERTAMINA  has an exclusive "Authority to Mine" for
mineral oil and gas in and throughout the area described in  Exhibit
*A" and outlined on the map which is Exhibit "B", both attached hereto
and made a part hereof, which area is hereinafter referred to as the
“Contract Area”; and
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WHEREAS, PERTAMINA wishes to promote the development of the
Contract Area and (CONTRACTOR) desires to join, and assist PERTAMINA in
accelerating the exploration and development of the potential
resources within the Contract Area; and

WHEREAS, (CONTRACTOR) has the fimancial ability, technica)l
competence and professional skills necessary to carry out the
Petroleum Operations hereinafter described; and 4

j WHEREAS, in accordance with Law No. 44 Prp/1960 and Law
No.8/1971, cooperative agreements in the form of a Production Sharing
Contract may be entereq into in the sector of 0il and Gas between
PERTAMINA and foreign capital investors:
|

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein
contained, it is hereby agreed as follows :
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SECTION [

SCOPE AND DEF INITIONS

1. SCOPE

This Contract is a Production Sharing Contract. In
accordance with the provisions herein contained, PERTAMINA
shall have and be responsible for the management of the
operations contemplated hereunder.
(CONTRACTOR) shall be responsible to PERTAMINA for the
execution of such operations in accordance wWwith the
provisions of this Contract, and is hereby appointed and
constituted the exclusive company to conduct Petroleum
Operations. (CONTRACTOR) shall provide all the financial
and technical assistance required for such operations.
{CONTRACTOR } sha!l carry the risk of Operating Cost required
in carrying out operations and shall therefore have an
economic interest in the development of the Petrpnleum
deposits in the Contract Area. Such costs shall be included
in Operating Costs recoverable as provided in Section V1.
Except as may otherwise be provided in this Contract, in the
Account ing Procedure attached hereto or by written agreement
of PERTAMINA, (CONTRACTOR) will not incur interest expenses
. ta finance its operations hereunder. ”
Ouring the term of this Contract the total production
achieved in the conduct of such operations shall be divided
in accordance with the provisions of Section VI hereof .
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2. DEF INITIONS
In the text of this Contract, the words and terms defined ju

Article | of Law No. 44 Prp/1940 shall have the meaning in
accordance with such definitions.

2.1. Contract Area means the Area within the statutory

mining territory of Indonesia covered by the "Authority
to Hine® which is the subject of this Contract, which
Contract Area is described and outlined in Exhibit “a*
and *B* attached hereto and made a part hereof.

2.2. Petroleum means mineral oil and gas, hereinafter called
Crude 0il and Natural Gas as defined in Law Nop. 44
Prp/1960.

2.3. Crude 03] means crude mineral oil, asphalt.' p20kerite
and all kinds of bydrocarbons and bitumens, both in
solid and in liquid form, in their natural state or

obtained from Natural Gas by condensation or
extraction.

2.4. Natural Gas means all gaseous hydrocarbons produced
from wells, including wet mineral gas, dry mineral ogas,
casing head gas and residue gas remaining after the
extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.

SKRIPSI PERJANJIAN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2.5. Petroleum Operations means all exploration, develop-
ment, extraction, producing, transportation and
marketing operations authorijzed or contemplated under
this Contract.

2.6. Operating Costs means expenditures made and obligations
incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder
determined in accordance with the accounting procedure
attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C-.

2.7. force Majeure means delays or defaults in performance
under this Contract caused by circumstances beyond the
control and without the fault or negligence of
{CONTRACTOR) andsor  PERTAMINA  that may affect
economicaliy or otherwise the continuing of operations
under this Contract, including but not restricted to
acts of God or the public enemy, perils of navigation,
fire,  thostilities, war (declared or undeclared),
blockade, labor  distrubances, strikes, riots,

' insurrections, civil commotion, quarant ine
restrictjons, epidemics, storms, earthaouakes, or
accidents.

2. 8. Effective Date means the date of the approval of this
Contract by the Gavernment of the Republic of Indonesia
in accordance with the provisions of the applicable
law.

2. 9. Barrel means a gquantity or unit .of oil, forty-two (42)
United States gallons at the temperature of sixty (40)
degrees Fahrenheit .

2.10. Work Program means a statement itemizing the Petroleum

Operations to be carried out in the Contract Area as
gset forth in Section V.

SKRIPSI PERJANJ?AN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2.11. Budget of Operaling Costs means cost estimale of &,

items included in the Work Program.

2.12. Foreign Exchange means currency other than that of the

Republic of Indonesia but acceptable to PERTAMINA and
to the Republic of Indonesia and to { CONTRACTOR).

2.13. Calendar Year or "Year” means a period of twelve (12)

months commencing with January 1 and ending on the

following December 31, according to the Gregbrian
Calendar. '

2.14, Contract Year means a period of twelve {12) consecutive

months according to the Gregorian Calendar counted from
the Effective Date of this Contract or from the
anniversary such Effective Date.

2.15. affiliated Company or Affiliate means a company or
other entity that controls, or is cantraolled by a Party
to this Contract, or a company ar other entity which

.controls or is controlled by a company or other entitly
which controls a Party to this Contract, it being
understood that caontrol shall mean ouwnership by one
company or entity of at least 50% of (a) the wvoting
stock, if the other caompany is a carporation issuing
stock, or (b) the controlling rights or interests, if
the other entity is not a3 corporatiaon.

b
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SECTION 11

TERM

1.1. The term of this Contract shall be thirty (30) vyears
as from the Effective Date.

1.2. At the end of the initial six (6) years as from the
Effective Oate Contractor shall bave the option to
request PERTAMINA for a four (4) years extension,
which request shall not be unreasonably witheld.

1.3. 1If at the end of the initial six (&) years as from the
gffective Date or the'extension thereto no Perrolsum
in commercial quantities is discovered in the Contract
Area, then without prejudice to section XIII, this
Contract shall automatically terminate in its
entirety.

1.4. If Petroleum 'is discovered in any portion of the

Contract Area within the initial six (&%) years’
period, or the extension thereto, which in the
Judgement of PERTAMINA and (CONTRACTOR) rcan be
produced commercially, based on consideration of all
pertinent operating and financial data, then as to
that particular portion of the Contract Area
development will commence.
In other portions of the Contract Area exploration may
continue concurrently without prejudice to the
provisions of Section 11l regarding the exclusion of
areas.
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SECTION 1]

EXCLUSION OF AREAS

1.1, On or before the end of the initial three (2) vears
period as from the Effective Date, (CONTRACTOR) shall

surrender twenty-five percent (25%) of the oariqinal
Contract Area.

1.2. On or before the end of the sixth (6th) Contract
Year ,{CONTRACTOR) shall surrender an additional area
$eban iu, -
equal *"to twenty-five percent (25%) of rhe original

total Contract Area.

1.3. On or before the end of the tenth {10th} Coniract vear
(CONTRACTOR} shall 3urreﬁder an additional area 30
that the area retained thereafier shall not oe irn
excess of thousand ( ;
square kilometers, or twenty percent {(Z0%) af tbhe

original total Contract Area, whichever 1= le=s.

1.4. (CONTRACTOR's) obligations to surrender parts of the
original Contract Aarea under the preceding provisions
shall not apply to any part of the Contract Avea
corresponding to the surface area of any field in
which Petroleum has been discovered.

1.5. With regard to the remaining portion of the Contract
Area left after the mandatory surrender as set forth
in subsection 1.3 above, PERTAMINA and (CONTRACTOR)
shall maintain a reasonable exploration effort. In
respect of any part of such rvemaining unexplored
portion of the Contract aAarea for which (CONTRACTOR)

3]
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does not during two {2) consecutive Years submit an
exploration program, PERTAMINA may by written notice
to CONTRACTOR require them either to submit an

exploration program or to surrender such part of the
Contract Area.

1.6. Upon thirty (30) days written notice to PERTAMINA
prior to the end of the second Contract Year and prior
to the end of any succeeding Contract Year,
(CONTRACTOR) shall have the right to surrender any
portion of the Contract Area, and such portion shall
then be credited against that portion of the Contract
Area which (CONTRACTOR) is next required to surrender

under the provisions of subsections 1.1, 1.2 and 1.3
hereof.

1.7. (CONTRACTOR) shall advise PERTAMINA in advance of the
date of surrender of the portion to be surrendered.
For the purpase of such survender, (CONTRACTOR)} and
PERTAMINA shall consult with each other regarding the
shape and size of each individual porticon of the areas
being surrendered; provided, howsver, that so far as
reasonably ' possible, such portion shall each be of
sufficient size and convenient shape to enable
Petroleum Operations to be conducted thereon.

9
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SECTION 1V
WORK PROGRAM AND EXPENDITURES

1.1. (CONTRACTOR) shall commence Petroleum Operations

hereunder not later than six (6) months after the
Effective Date.

1.2. The amount to be spent by (CONTRACTOR) in conducting
exploration operations pursuant to the terms of this
Contract during the first siz (6) years and in
conduct ing Petyoleum Operations pursuant to the terms
of this Contract during the second four (4) years
following the Effective Date shall in the aggregate be
not less than hereafter specified for each of these
ten (10) years as follows

First Contract Year nes
Second Contract Year USs
Third Contract Year uss
Fourth Contract Year uss
Fifth Contract Year uss
Sixth Contract Year Uss
Seventh Contract Year USs
£ighth Contract Year Uss
Ninth Contract Year uss
Tenth Contract Year Uss

If during any Contract Year (CONTRACTOR) should spend
less than the amount of money required to be so
expended, an amount equal to such under expenditure
may, with PERTAMINA's consent, be carried forward and
added to the amount to be expended in the following
Contract Year without eprejudice ta (CONTRACTOR’s)
rights hereunder.

1f during any Contract Year (CONTRACTOR) should expend
more than the amount of money required to be so
expended, the excess may be subtracted from the amount
of money to be so expended by (CONTRACTOR) during the
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1.3. At least three (3) months prior to the beginning of
each Calendar Year or at such other time as otherwise
mutually agreed by the Parties, (CONTRACTOR) shall
prepare and submit for approval to PERTAMINA a Work
Program and Budget of Operating Costs for the Contract
Area setting' forth the Petroleum Operations which

( CONTRACTOR ) proposes to carry out during the ensuing
Calendar Year.

1.4, Should PERTAMINA wish to propose a revision as to
certain specific features of said Work Program and
Budget of Operating Costs, it shall within thirty {30)
days after receipt thereof so notify (CONTRACTOR)
specifying in reasonable details its reasons
therefor, Promptly thereafter, the Parties will meet
and endeavor to agree on the revisions proposed by
PERTAMINA. In any event, any portion of the Work
Program as to which PERTAMINA has not proposed a
revision shall insofar as‘gpssible be carried out as
prescr ibed herein. :

1.5. It is recognized by the Parties that rhe geraiis of a
Work Program may rvequire changes in the light of
existing circumstances and nothing herein contained
shall limit the right of (CONTRACTOR) to make such
changes, provided they do not change the aqeneral
ohjective of the uWork Program, nor increase the
expenditures in the approved budget of Operating
Cost¢.

1.6. It 1is further recognized that in the event of
emergency or extragrdinary circumstances requiring
immediate actions either Party may take all actions it
deems proper or advisable to protect their interesis
and those of their respective employees and any costs

50 incurred shall be included in the Operating Costs.
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1.7. PERTAMINA agrees that the approval of & proposed  Work
Program and B8udget of Operating Costs will nnt be
gynreasonably withheld.

CONFIDENTIAL

THE PUBLICATION OB REPRODUCTION OF
THIS PRINT WITHOUT WRITTE

N PEIMISSION
SECTION V¥ FROM PERTAMINA IS STR!

CTLY PROHIGITED

RIGHTS AND OBL.IGATIONS OF THE PARTIES

1.1. Subject to the provisions of paragraphs (f), (g) and
(h) of subsection 3.2 of this Section V @

1.2. (CONTRACTOR) shall

(a) advance all necessary funds and purchase or lease
all material, equipment and supplies regquired to
be purchased or leased with Foreign Exchange
pursuant to the Work Program;

(bi furnish all technical aid, including foreign
personnel, rvequired for the performance of the
Work brégrém, payment whereof reguires Foreign
Exchange;

(¢) furnish such other funds for the performance of
the Work Program that reguires payment in Foreign
Exchange, including payment to foreign third
parties who perform services as a contractor;

(d) be rvesponsible for the preparation and execution
of the Work Program, which shall be implemented in
a workman)ike manner and by appropriate scientific
methods, and (CONTRACTOR) shall take the
necessary precautions for protection of navigation
and fishing and shall prevent extensive poliution

of the sea or rivers.

12
SKRIPSI PERJANJIAN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

It is also understood that the execution of the
Work Program shail be exercised so as not to
conflict with Government obligations imposed on
the Government by International Law; '

(e) retain control to all leased property paid for
with Foreign Exchange and brought intc Indonesia,
and be entitled to freely remove same therefrom;

{f) have the right to sel!, assign, transfer, convey
or otherwise dispose of all its rights and
interests under this Contract tao any Affiliated
Company without the prior written consent of
PERTAMINA, provided that P_ERTAMINA shall be
notified in writing of the same beforehand and
further provided that any assignee whom such
rights and interests are assigned to shall not
hold more than one Production Sharing Contract:

(g) have the right to sell, assign, transfer, convey
or otherwise dispdgse of any part of its rights ang
interests under this Contract undividedly to
parties other than Affiliated Companies with the
prior written consent of PERTAMINA which ccnzent
shall not be unreasonably withheld;

(h) have the right to sell, assign, transfer, convey
or otherwise dispnse of all of its rights and
interests under this Contract undividedly to
parties other than affiliated Companies with the
prior written consent of PERTAMINA and the
Government of the Republic of I[ndonesia, which
consent shall not be unreasonably withheld:

{i) have the right of ingress to and egress from the
Contract Area and to and from facilities wherever
located, at all times;

i3 .
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(J) have "the Ttight to use and have access ta, and
PERTAMINA shall furnish all geological,
geophysical, drilling, well, production and ather
information held by PERTAMINA or by any other
governmental agency or enterprise, relating to the
Contract Area including well location maps;

(k) have the right to use and have access to, and
PERTAMINA shall make available so far és possible
all geological, geophysical, drilling, well,
production and other information now or in the
future held by it or by any other governmental
agency or enterprise relating to the areas
adjacent to the Contract Area;

(1} submit to PFRTAMINA copies nf all such original
geological, geophysical, drilling, well,
production and cther data and reports as it may
compile during the term hereof:

(m) prepare and carry out plans and programs for
industrial training and\education of Indonecians
for all Jjob classifications with respect to
operations contemplated hereunder;

(n) have the right during the term hereof to freely
lift, dispose of and export its share of Crude
0il, and retain abroad the proceeds obtained
therefrom;

(o} appoint an authorized representative for Indonesia

with respect to this Contract, who shall have an
office in Jakarta:

14
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(p) after commercial production commences, fulfill its

obligation towards the supply ofF the domestic
market in Indonesia. CONTRACTOR agrees to sell
and deliver to PERTAMINA a portion of the share of
the Crude Qil to which it is entitled pursuant to
subsections 1.3 and 3.1. of Section VI calculated
for each vear as follows :

(i)  multiply the total quantity of Crude O0il
produced from the Contract Area by a
fraction the numerator of which is the total
quantity of Crude 0il to be supplied
and the denominator is the entire Indonesian
production of Crude 0il of all petroleum
companies;

(1i) compute twenty-five percent (25%) of the
" total quantity of Crude Qil produced from
‘the Contract Area;

{iii) mulriply the lower quantity computed, either
unger (i) or (ii) by the resultant
percentage of Cantractaor’s entitlement
provided as appplicable under subsection
1.3. nof Section VI hereof, from the Crude
Oil remaining after deducting Opersting
Costs.

The quantity of Crude Cil computed wunder (iii)
shall be the maximum gquantity to be sueplied by
CONTRACTOR in any Year pursuant to. this
paragraph (p) and deficiencies, {f any, shal! not
be carried forward to any subsequente Year:
provided that if for any vYear the recoverable
Operating Cnst exeeds the difference aof total
sales proceeds from Crude il produced and saven

t3
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hereunder minus the Tivst Irancne Feivooom
Investment Credit as provided under  Seciiarn )
hereaf, CONTRACTOR c¢hall be relieved from this
supply obligatijon for such Year,

(q) the price at which such Crude 0il shall be
delivered and sold under paragraph (p) of this
subsect ion shall be 10% of the price as determined
under subsection 1.2, of Section VI, hereof.
CONTRACTOR: shall not be obligated to transport
such Crude 0il beyond the point of export but upon
request  CONTRACTOR  shall assist in arranging
transportation and such assistance shall be
without cost or risk to CONTRACTOR.

Notwithstanding the foregoing, for a period of
five (53) consecutive years (meaning &0 months)
starting the month of the first delivery of Crude
Dil produced and'sabed from each new field in the
Contract Area, the fee per barrel for the quantity
of Crude O0il supplied to the domestic market from
each such new field shall be equal to the price
determined in accordance with Section VI hereof
for Crude 01l from such field taken for the
recovery of Operating Costs.  The proceeds in
excess of the aforesaid 10% shall preferably be
used to éssist financing af continued exploration
efforts by CONTRACTOR in the Contract Area or in
other areas of the Republic of Indonesia if such
oPPOTtunity exists. In case no such opportunity
can be demonstrated to exist 1n accordance with
good oil field practice, CONTRACTOR shall be

free to use such proceeds at its own giscrefion;
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(r) give preference to such goods and services which
are produced in Indonesia or rendered Dby
Indonesian nationals, provided such goods and
services are offered at eaqualiy advantageous
conditions with regard to quality, oprice,
availability at the time and in the guantities
required:

(s) pay to the Government of the Republic of Indonesia
the income tax including the final tax on
profits after tax deduction imposed on it
pursuant to the Indonesian I[ncome Tax Law and it3
implementing Regulations. (CONTRACTOR} shall
comply with the reguirements of the Tax Law in
particular with respect to filing of returns,
assessment of tax and keeping and showing of books
and records.

1.3. PERTAMINA shall

(a) have and be responsible for the management of the
operations contemplated hereunder however ,
PERTAMINA  shall assist and consult with
(CONTRACTOR) with a view to the fact  that
{ CONTRACTOR ) is responsible for the Work Program;

(b) except with respect to {CONTRACTOR's) obligation
to pay the Income Tax including the final tax on
profits after tax deduction as set forth at
paragraph 1.2 (s) of this Section Vv, assume and
discharge other Indonesian taxes of {CONTXACTOR)
including value added tax, transfer tax, import
and export duties on materials, equipment and
supplies brought into Indonesia by (CONTRACTOR),

its contractors and subcontractors: exaction in
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respect of property, cafmtai, net wart ty,
operations, remiltances or transactions 1ncluding
any tax or levy on or in connection with
operations performed hereunder by (CONTRACTOR).
PERTAMINA shall not be obliged to pay
(CONTRACTOR's ) lncome Tax including the final tax
on profits after tax deduction, nor  taxes on
tobaccos, ligquor and personne! income tax; and
Income tax and other taxes not listed above of
contractors and subcﬂﬁtractors. The obligations
of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have
been complied with by the delivery to (CONTRACTOR)
within one hundred and twenty (120) days after the
end of each Calendar Year., of documentary proof in
accordance with the Indonesian fiscal laws that
liability for tﬁe above mentioned taxes has been
satisfied, except that with vespect (o ony of cuch
liabilities which_(CUNTRRCTOR) may be obliged to
pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only
out of tts share of production hereunder within
sixty (60)‘ days after receipt of invoice
therefor. PERTAMINA should be consulted pricr to
payment of such taxes by (CONTRACTOR) or by any
other party on (CONTRACTOR's ) behalf.

(¢) otherwise assist and expedite (CONTRACTOR’s)
execution of the Work Program by providing
facilities, supplies and personnel including, but
not limited to, supplying or otherwise making
available all necessary visas, work permits,
transportation, security protection and rights of
way and easements as may be requested by
( CONTRACTOR Y and made available from the resources
under PERTAMINA's control. In the event such

facilities, supplies or personnel are not readily
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available, then PERTAMINA shal]l promptly secure
the use of such facilities, supplies and personne!
from alternative sources. Expenses thus incurred
by PERTAMINA at (CONTRACTOR's) request shall be
reimbursed to PERTAMINA by (CONTRACYOR) and
included in the Operating Costs. Such
reimbursements will be made in United States
Dollars computed at the rate of exchange extended
by the Indonesian Gaovernment to Petroleum
Companies at the time of conversion. . (CUNTRACTOR)
shall advance to PERTAMINA before the beginning of
each annual Work Program a minimum amount of
seventy-five thousand US Dollars (USs 75,000) for
the purpose of enabling PERTAMINA to meet rupiah
expenditures incurred pursuant to this paragraph
{c). If at any time during the annual Work
Program pericd the minimum amount advanced under
this paragraph (c) has been fully expended,
separate additional advance payment as may be
necessary to provide for rupiah expenses estimated

" to be incurred by PERTAMINA during the balance of
such annual Work Program period will be made. If
any amount advanced hereunder is not expended by
PERTAMINA by the end of an annual Work Program
period, such unexpended amount shall be credited
against the minimum amount tn be advanced pursuant
to this paragraph (c) for the succeeding annual
Work Program period; -

(d) ensure that at all times during the term hereof
sufficient rupiah funds shall be available to
cover the rupiah expenditure necessary for the
execut ion of the Work Program;
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(e) have title to all original data resulting {-um *he
Petroleum Operations including but not limited tao
geological, geophysical, petvophysical, engineer-
ing, well logs and completion, status reports and
any other data as (CONTRACTOR) may compile during
the term hereof; provided, however, that all such
data shall not be disclosed to third parties
without informing (CONTRACTOR) and giving
ECONTRACTDR) the opportunity to discuss the
disclosure of such data if (CONTRACTOR) so desires
and further provided that (CONTRACTOR) may retain
copies of such data;

(£) to the extent that it does not interfere with
{ CONTRACTOR's} performance of the Petroleum
Operations use the eauipment which becomes ils
property by virtue aof this Contract solely far the
Petroleum Qperations envisaged under this Contract
and if PERTAMINA wishes to use such equipment for
any alternative purpose, then PERTAMINA shall
first consult {CONTRACTOR):

>
SKRIPSI ) PERJANJTRN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



1.1,

1.2.

SKRIPSI

ADLN.— PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SECTION VI
RECOVERY OF OPERATING COSTS

AND HANDLING OF PRODUCTION

(CONTRACTOR) is authorized by PERTAMINA and obligated
to market all Crude Qil produced and saved from the

Contract Area subject to the provisions hereinafter set
forth.

{CONTRACTOR) will} recover all Operating Costs out aof
the sales proceeds or other disposition of the required
quantity of Crude 0il equal in value to such Operating
Costs which .is produced and saved hereunder and not
used in Petroleum Operations. Except as provided in
paragraphs (d) and (e) of subsection 1.1 Sect ion VI,
{CONTRACTOR ) shall be entitled to take and receive and
freely export such Crude 0Qil. For purpnses of
determining the quantity of Crude 0il delivered to
(CONTRACTOR) required to recover said Operating Costs,
the weighted average price of all Crude 0il produced
and sold from the Contract Area during the Calendar
Year will berused, excluding however deliveries made
pursuant to subsection }.Z_pgragrgah (p) of Section V.

;f?} in any Calendar Year, the Operating Costs exceed

fﬁé value of the Crude 0il produced and saved hereunder
and not used in Petroleum Operations, then the
unrecovered excess shall be recovered in succeeding
years.

. 0f the Crude 01l remaining after deducting Operating

Costs °
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(i) If the first Crude 0il production of this
Contract Area is from a Marginal Field as
described herein below, for such production the
Parties shall be entitled to take and receive
each Year, respectively &41.5385% for PERTAMINA
and 38.4415% for Contractor over the life of such
field.

A "Marginal Field" is the first field of the
- Contract Area proposed by Contractor for
development and approved by PS@IAﬂINa. capable of
Crude 0il production not exceeding 10,000 barrels
daily average projected for ;he initial 2
productian years {24 production months).

Marginal Field production represents a separate
segment from the others.

{1i) For Crude 0il production as a result of Tertiary
recovery EOR projects, the Parties shall be
entitled to take and receive each Year,
respectively &1.5385% for PERTAMINA and 38.4615%
for Contractor.

Tertiary recovery EQR production rvepresents a
separate segment from the others.

(iii) For Crude 0il production from pre -~ Tertiary
reservair rocks, the Parties shall be entitled to
take and receive each Year as follows :

(a) PERTAMINA  &1.5385% and Contractor 38.44615%
for the segment of 0 to 50,000 barrels daily .
average of all of such pre - Tertiary
production of the Contract Area for the
Calendar Year;

(b) PERTAMINA 71.1538% and Contractor 28.8442%
SKRIPSI for the seomenin8fchEadi0) barrels to  130,000p a4 saviTr
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barrels daily average of all of such pre -
Tertiary production of the Contract Area for
the Calendar Year;

(c) PERTAMINA 80.7492% and Contractor 19.2308%
for the segment of 150,001 barrels daily
average of all of such pre -~ Tertiary
praduction of the Contract Area for the
Calendar Year and more:

Pre - Tertiary reservoir rocks mean petroleum
reservoir rocks deposited or formed in pre -
Tertiary times.

For Crude O0il production of the Contract Area
from fields which are in water depths of more
than 400 feet, the Parties shall be entitled to
take and receive each Year as follows :

(a) PERTAMINA 61.5385% and Contractor 38.4615%
for the segment of O toe 50,000 barrels daily
average of Crude 0il production from all
platforms and subsea completions on the
seabed deeper than 400 feet (i.e. “Deepsea
Production”) of the Contract Area for the
Calendar Year:

(b) PERTAMINA 71.1538% and Contractor 28.84462%
for the segment of S0.0bl barrels to 150,000
barrels daily average of Deepsea Productiaon
of the Contract Area for the Calendar Year;

(c) PERTAMINA 80.7492% and Contractor 19.2208%
for the segment of 150,001 barrels daily
average of Deepsea Production of the Contract

Area for the Calendar Year and more,

9
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If a field has only partially Neepses Praduction,
that portion of Oeepsea Production only will be
eligible under this clause (iv), while its Crude
0il produced from platforms and subsea
completions on the seabed of water depths of six
hundred (400) feet or less will be part of and
shared as provided under clause (v) of this
subsect ion '6.1.3: and the apportigning of
recoverable Operating Costs will be done under
the same system as provided in the last paragraph
of this subsection 6.1.3.

(v) For Crude D0il production of the Contract Area
other than those under clauses (i), (ii), (iii)
and {iv) herein above, each Year PERTAMINA shall
be entitled to take and receive '71.1538% and
CONTRACTOR shall be entitled to take and receive
28.8462%.

Crude 0il production under this clause (v)

represents a separate segment from the others.
The deduction of Operating Costs befare the
entitlements are taken by each respective Party as
provided under this subsection 6.1.3., shall be
subject to the following proration method :
for each Calendar Year, the recoverable Operating
Costs shall be apportioned for deduction from the
production of each of the segment as herein a above
defined, at the same rations as the production Ffrom

each such segment over the total production of such
Year.

1.4. Title to (CONTRACTOR's) portion of Crude O0i} under
' subsections 1.3, 1.7 and 3.1. of this Section VI as

24
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well as to such portion of Crude Oil exported and soid
to recover Operéting Costs and the Investment Credit
provided for in Subsection {.7 of this Secticn VIl shall
pass to (CONTRACTOR) at the point of export, or, in the
case of o0il delivered to PERTAMINA pursuant to
subsection 1.2 paragraph {p) of Section V cr otherwise,
at the point of delivery.

1.5. (CONTRACTOR) will use its best reasonable efforts to
market the Crude ©Oil to the extent markets are
available. Either Party shall be entitled to take ard
receive their respective portion in kind.

1.6. If PERTAMINA elects to take any of its portion of Crude

0il in kind, it shall so advise (CONTRACTOR) in writing
not less then npinety (90) days erior to the
commencement of each semester of each Calendar Year
specifying Ehe quantity which it elects .to take in
kind, such notice to be effective for the ensuing
semester of each Calendar Year ( provided, however,
that such election shall not interfere with the proper
performance of any Crude Uil sairs agreement f[ur
petroleum produced within the Contract Area which
{ CONTRACTOR ) has executed prior to the notice of such
election ). '
Failure to give such notice shall be conclusively
deemed to evidence the election not to take In  kind.
Any sale of PERTAMINA’s portion of Crude Qil shall not
be for a term of more than one Calendar Year without
PERTAMINA's consent .

1.7. (a) (CONTRACTOR) may recover an investment credit
amounting to 17% of the capital Iinvestment cost
directly required for déveloping Crude Qit
production facilities (as provided under Article 11
para. 3 (c) of Exhibit “C" hereof ) ol a new fﬂe!d
out of deduction from grass produict on Befare

recovering Operation Costs,  commencing  in the
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parliest produclion Year or Years bHefore Lax

deduction (to be paid 1n advance 1n such produc?yian
Year when taken).

In agdition, for such Crude 0il production
facilities which are in water depths of more than
six hundred (400) feet, (CONTRACTOR) may recover an
additional investment credit amounting to 110% of
the relevant capital investment cost and in the
same mannaelas above provided under this subsectian
1.7 of Section VI, and provided further that such
capital investment costs are the costs contemplated
under the original development program approved by
PERTAMINA.

Furthermore, for floating production facilities of
a field partly serving Deepsea Production, such
additional investment credit is appliuable to that
portion of the capital investment for said floating
product}on facilities if any, corresponding with
that portion of the capital investment for the
production facilities standing/lying oan the sea
bed deeper than 400 feet. '

This deep sea incentive as herein above given, s
also applicable for Natural Gas field development
projects, except that for such case the investment
credit amounts to 55%.

The investment credits referred to in paragraphs
(a) and (b) above (the "Investment Credit" ) may be
applied to new secondary . recovery and tertiary
recovery EOR projects but are not applicable to
“interim production schemes” or further investments
to enhance production and reservoir drainage in
excess of what was contemplated in the original
project as approved by PERTAMINA.

26
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NATURAL_GAS :

2.1.

2.2.

2.3.

SKRIPSI

Any Natural Gas produced from the Contract Area to the

extent not used in Petroleum Operations hereunder, may
be flared if the processing and utilization thereof is
not economical. Such flaring shal! be permitted to the
extent that gas is not reaquired to effectuate the
maximum economic recovery of Petroleum by secandary

recovery operations, including repressuring and
recycling.

Should PERTAMINA and { CONTRACTOR) consider that the
processing and utilizatiaon of Natural Gas is economical
and choocse to participate in the processing and
utilizatian thereof, in addition to that used in
secondary recovery operations, then the construction
and installation of facilities for such processing and
utilization shall be carried out pursuant to an
approved Work Program,

It is hereby agreed that all costs and revenues derived
from such processing, uliiization ang saie ul Nawuragt
Gas shall be treated on a basis equivalent to that
provided for hevein concerning Petroleum Dperation and
disposition of Crude 0il except of the Natural Gas, or
the propane and butane fractions extracted from Natural
Gas but not spiked in Crude Dil, remaining after
deducting Operating Costs associated with the Natural
Gas operations as stipulated in Exhibit C, PERTAMINA
shall ba entitled to take and receive 42.3077% and
(CONTRACTOR) shall be entitled to take and receive
57 .6923%.

In the event, however, {CONTRACTOR) considers that the
processing and utilization of Natural (Gas 15 not
gconocmicatl,” then PERTAMINA may chonse Lo take 4and

wtilize such Nataral Gas  thal  wooid  oftherwes be
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flared, all costs of taking and handling 1o be for e
snle account and risks nf PERTAMINA.

FIRST TRANCHE PETROLEUM :

3.1.

Notwithstanding anything to the contrary elsewhere
contained in this Contract, the Parties shall be
entitled to first take and receive each Year a quantity
of Petroleum of 20% of the Petroleum Production of
each such Year, called the "First< Tranche Petroleum”
before any deduction for recovery of Operating Costs

and bhandling of production as provided under this

Section VI.

Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is
further shared for Crude 0il between PERTAMINA and
CONTRACTOR in accordance with the sharing splits
provided under subsection 1.3. of this Section vi, hy
apportioning ‘it as applicable, to the vespeciive
production segments as therein defined, at the same
ratios as the production from each such segment over
the total production of the Year.

For Natural Bas, such First Tranche Petroleum is
shared between PERTAMINA and CONTRACTOR in
accordance with the sharing split provided under
subsection 2.2 of this Section VI.

28
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CONFIDENTIAL

SECTION VI1
FROM PERTAMINA 13 St
VALUATION OF CRUDE OIL

Crude 0il sold to third parties shall be wvalued as
follows :

(a)

(b)

(c)

(d)

All Crude 0il taken by (CONTRACTOR) including its
share and the share for the recovery of Operating
Costs, and sold to.third parties shall be wvalued
at the net realized price f.o.b. Indonesia
received by (CONTRACTOR) for such Crude Gil.

All of PERTAMINA’s Crude Oil taken by (CONTRACTOR)
and sold to third parties shall be valued at the
net realized price f.o0.D. Indonesia rveceived by
(CONTRACTOR) for such Crude 0il.

PERTAMINA shall be duly advised before the sales
referred to in paragraphs (a) and (b) of this
subsection are made.

Subject to any existing Crude 0il sales agreement,
if a more favorable net vealized price |is
available to PERTAMINA for the Crude Oil referred
to in paragraphs (a) and (b) of this sub-section,
except (CONTRACTOR's) share of Crude 0il, then
PERTAMINA shall so advise (CONTRACTOR) in writing

"not less than ninety (90) days prior to the

commencement of the deliveries under PERTAMINA'S
proposed sales contract. Forty-five (45) days
prior to the start of such deliveries,
(CONTRACTOR) shall notify PERTAMINA regarding
(CONTRACTOR’s) intention to meet the more
favorable net relized price in relation to the
quantity and period of delivery concerned in 3aid
proposed sales contract. In the absence of such

not ice PERTAMINA shall market said Crude Oil.
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{e) PERTAMINA'S  marketing of such 'ffud& Gy ! as
referred to in paragraph {d) of this subsection
shall continue unti) forty-five (45) days after
PERTAMINA's net realized price on said Crugde 0]
becomes less favorable. (CONTRACTOR's) obligation
to market said Crude 0il shall not apply until
after PERTAMINA has given (CONTRACTOR) at least
forty-five (45) days advance natice of its desire
to discontinue such sales. As long as PERTAMINA
is marketing the Crude 0il referred to above, it
shall account to (CONTRACTOR), on the basis of the
more favorable net realized price.

{f) Wwithout prejudice to any of the provisions of
Section VI and Section VI1 { CONTRACTOR) may at its
option transfer to PERTAMINA during any Calendar
Year the right to market any Crude Dil which is in
excess of {CONTRACTOR's) normal and contractual
requirements provided that the price is not less
than the net vrealized price from the Contract
Area. PERTAMINA'S request stating the quantity
and expected loading date must be submitted in
writing at least thirty (30} days prior to lifting
said Crude 0il. Such lifting must not interefere
with (CONTRACTOR’s) scheduled tanker move-ments.
PERTAMINA shall account to {CONTRACTOR) in respect
of any sale made by it hereunder.

(g) PERTAMINA shall have the option, in any Year in
which the aquantity of Petroleum to which it s
entitled pursuant to subsections {.3 and 3.1 of
Section V] hereof is less than 50% of the total
production by 90 days written notice in advance of
that Year, to market for the account of
{ CONTRACTOR), at the price provided for in Section
Vi1 hereof for the recovery of Operating Costs, a
quantity of Petroleum which together with

30
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PERTAMINA®s entitlement under subsections 1.3 and
3.1 of Section VI equals fifty percent of the

total Petroleum produced and saved from the
Contract Area.

Crude 0il sold to other than third parties shall he
valued as follows :

(a) by using the weighted average pér unit price
received by (CONTRACTOR) and PERTAMINA from sales
to third parties'excluding. however, commissions
and brokerages paid in relation to such third
party sales during the three (3) months preceding
such sale adjusted as necessary for quality, grade
and gravity:

(b) if no such third party sales have been made during
such period of time, then on the basis used to
value Indonesian Crude 0il of similar aquality,
grade and'gféviiy and taking into consideration
any special circumstances with respect to sales of
such [ndonesian Crude Oil.

Third party sales referred to in this Section VIl
shall mean sales by (CONTRACTOR) to  purichasers
independent of (CONTRACTOR), that is purchasers with
whom {at the time the sale is made) (CONTRACTOR) has
no  contractual  interest involving directly or
indirectly any joint interes;.

Commissions or brokerages incurred in comnection with
sales to third parties, if any, shall not exceed the
customary and prevailing rate.

Ouring any given Calendar Year, the handling of

production (i.e. the implementation of the provisions
of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall
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be provisionally dealt with on the basis of 1he
relevant Work Program and Budget of Operating Costs
based upon estimates of quantities af Petroleum to be
produced, of internal consumption in Indonesia. of
marketing possibilities, of prices and other sale
conditions as well as of any other relevant factor.
Within thirty (30) days after the end of said given
Year, adjustments and cash settiements between the
Parties shall be made on the basis of the actual
quantijties, amounts and prices involved, in order to
comply with the provisions of this Contract,

In the event the Petrojeum Dperations involve the
segregation of Crude Oils of different quality and/or
grade and if the Parties do not otherwise mutually
agree !

(a) any and all provisions of this Contract concerning

evaluation of Crude 0il shall separately apply to
each segreqgated Crude 0il; '

(b} each Crude Qi) produced and segregated in a given
Year shall contribute ta :

(i) the “required gquantity* destined in such
Year to the recovery of all Operating Costs
pursuant to Section V1, subsection 1.2
hereof;

(ii) the “reauired gquantity” of Crude 0Dil 1to
which a Party 1is entitled In such Year
pursuant to Section V1, subsection 1.3
hereof;

(iii) the “required quantity~ of Crude Dil which
{ CONTRACTOR) agrees to sell and deliver in
such Year for domestic consumption in
Indonesia pursuant to paragraph (p) of
subsection 1.2 of Section v hereof, out of

32
PERJANJIAN BAGI HASIL ...

DIAH SAVITRI



SKRIPSI

ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

the share of Crude 0il to which it is
entitled pursuant to Section VI, subsections
1.3 and 3.1.

with quantities, eath of which shall bear to
the respective “required quantity” (referred
to in{i)or (ii} or (iii) above)} the same
proportion as the quantity of such Crude 0il
produced and segregated in such given Year
bears to the total quantity of Crude O0Oil
produced in such Year from the Contract
area. '
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SECTION VI11

COMPENSATION AND PRODUCTION BONUS

(CONTRACTOR) shall pay to PERTAMINA as compensation for
information now held by PERTAEINA the sum of

_ (USSs ) after appraval
of this Contract by the government of the Repuhlic of
Indonesia in accordance with the provisions of
applicable law. Such payment shall be ‘made within
thirty (30) days after the Effective Date.

(CONTRACTOR ) shall pay to PERTAMINA the sum of

Mmillion United States Dollars (USs )
after daily production from the Contract Area averages
thousand ( ) barrels per day for a period of cne
hundred twenty (120) consecutive days: and (CONTRACTOR)
shall also pay to PERTAMINA the sum of
Million United States Dollars (US$ ) after daily
production from the Contract Area averages
thousand ( ) barrels per day for a period of one
hundred twenty (120) consecutive days. Such payment
shall be made within thirty (30) days following the
last day of the relevant one hundred twenty (120) days
period.

Such compensation and production bonus payments shall
be solely borne by (CONTRACTOR) and not included in the
Operating Costs.
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SECTION IX

PAYMENTS

All payments which this Contract'obligates (CONTRACTQR)
to make to PERTAMINA or the Government of the Republic
of Indoresia shall be made in United States ODollars
Currency at a bank to be designated by each of them
and agreed upon by Bank Indonesia or ét ( CONTRACTOR’s )
election, other currency acceptable to .them, except
that (CONTRACTOR) may make such payments in Indonesian
Rupiahs to the extent that such currencies are realized
as a result of the domestic sale of Crude 0il or
Natural Gas or Petroleum preducts, if any.

All payments due to (CONTRACTOR) shall be made in
United States Dollars or at PERTAMINA’s election, other
currencies acceptable to (CONTRACTOR) at & bank to be
designated by (CONTRACTOR).

Any payments required to be made pursuent (¢ this
Contract shall be made within thirty (30) days
following the end of the month in which the obligation

to make such payments occurs.
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SECTION X

TITLE TO EGUIPMENT

Equipment purchased by (CONTRACTOR) pursuant to the
Work Program becomes the property of PERTAMINA (in case
of import, when landed at the Indonesian ports of

import) and will be wused in Petroleum Operations
hereunder . '

The provisions of subsection 1.1 of this Section X
shall not apply to leased eaquipment belonging to
foreign third parties who perform services as a

contractor which equipment may be freely exported from
Indonesia.

SECTION XI
CONSULTATION AND ARBITRATICN

Periodically, PERTAMINA and (CONTRACTOR ) shall meet to
discuss the conduct of the Petreoleum Operations
envisaged under this Contract and will make every
effort to settle amicably any ©problem arising
thereform.

Disputes, if any, arising between PERTAMINA  and
(CONTRACTOR) relating to this Contract or the
interpretation and performance of any of the clauses of
this Contract, and which cannot be settled amicably,
shall be submitted to the decision of arbitration.
PERTAMINA an the one hand and (CONTRACTOR) on the other

36
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hand shall each apcoint ane arbitrator and so advise
the other Party and these two arbitrators will appoint
a third. If eitver Party fails to appoint an
arbitrator within thirty (30) days after receipt of a
written request to oo so, such arbitrator shall, at the
request of the other Party, {f the Parties do not
otherwise agree, be appointed by the President of the
International Chamber of Commerce. If the first two
arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a
third within thirty {30) days following the appaintment
of the second arbitrator, the third arbitrator shall,
if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at
the request of either Party, by the President of the
International Chamber of Commerce. If an arbitrator
fails or is wunable to act, his successor will be
appointed in the same manner as the arbitrator whom he
succeeds .

The decision of a majority of the arbitrators shall be
final and binding upon the Parties.

in the event the arbitrators are unable to reach a
decision, the dispute shall be referred to I[ndonesian
Court of Law for settlement.

Except as provided in this Section, arbitration shall

be conducted in accordance with the rules of

arbitration of the International Chamber of Commerce.
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SECTION X11

EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL

1.1, (CONTRACTOR) agrees to employ qualified Indonesian

SKRIPSI

1.

..

personnel in its operations and after commercial
production commence will undertake the schooling and
training of Indonesian personnel for labor and staff
positions including administrative and executive
management positions. At such time, (CONTRACTOR ) shal)
also consider with PERTAMINA a program of assistance
for training of PERTAMINA's personnel .

. Costs and expenses of training Indenesian personnel for

its own employment shall be included in Operating
Costs. Costs and expenses for a pragram of training
for PERTAMINA's personne] shall be borne on a basis 1o
be agreed by PERTAMINA and ( CONTRACTOR).

SECTION XITI
TERMINATION
This Contract cannot be terminated during the first two

(2) years as from the Effective Date, except by

Provisions as stipulated in subsection 1.3 hereunder.

. At any time following the end of the second year as

from the Effective Date, if in the opinion of
(CONTRACTOR) circumstances do not warrant continuation
of the Petroleum Operation (CONTRACTOR) may, by giving
written notice to that effect to PERTAMINA and after
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consultation with PERTAMINA, relinguish its rights and

be relieved of its obligatinons pursuant to

this

Contract, except such rights and obligations as related

to the period prior to such relinquishment .

Without prejudice to the provisions stipulated
subsection 1.1 bereinabove, either Party shall
entitled to terminate this Contract in its entirety
a ninety (90) days uritten notice if a major breach

in
be
by
of

Contract is committed by the other Party, provided that
conclusive evidence thereof is proved by arbitration of

final court decision as stipulated in Section XI.
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SECTION X1V

BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS _
CORFIDENTIAL

THE PUBLICATION O
R REPRQOD -
THIS PRI UCTION OF

N
1. BOOKS AND ACCOUNTS FROM PERTAMILIA 1S STaICTLY ';E;LM:ss:ow
, HIBITED

Subject to the requirements of subsection 1.2 (s) of Section
V, PERTAMINA shall be responsible for keeping complete books
and accounts with the assistance of (CONTRACTOR) reflecting
all Operating Costs as well as monies received from the sale
of Crude O0il, consistent with modern petroleum industry
practices and proceedings as described in Exhibit “¢”
attached hereto. Should there be any inconsistency between
the provisions of this Contract, and the provisions of

Exhibit "C" then the provisions of subsection 1.2 of Section
Vi of this Contract shall prevail. unti} such time that

commercial  production commences,  however, PERTAMINA
delegates to (CONTRACTOR) its obligations to keep books and
accounts.

2. AUDITS

2.1. (CONTRACTOR) shall have the right to inspect and audit
PERTAMINA’S  bhooks and accounts relating to this
Contract for any Calendar Year within the one (1) year
period following the end of such Calendar Year. Any
such audit will be satisfied within twelve (12) months
after its commencement. Any exception must be made in
writing within sixty (40) days following the end of
such audit and failure to give such written exception
within such time shall establish the correctness of
PERTAMINA's books and accounts.

40
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2.2. PERTAMINA and the Government of the Republic of
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Indonesia shall have the right to inspect and audit
(CONTRACTOR’s) books and accounts relating to this
Contract for any Calendar Year covered by this
Contract. Any exception must be made in writing within
sixty (40) days following the completion of such audit.
In addition, PERTAMINA and the Government of the
Republic of Indonesia mar require (CONTRACTOR) to
engage its independent accountants to examine, in
accordance with generaily accepted auditing standards,
the (CONTRACTOR's )} hooks and accounts relating to this
Contract for any Calendar Year or perform such auditing
procedures as deemed appropriate by PERTAMINA. A copy
of the independent accountant’s report or  any
exceptions shall be forwarded to PERTAMINA within sixty
{60) days following the completion of such audit.
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SECTION XV

OTHER PROVISIONS

NOTICES

Any notices required or given by either Party to the other
shall be deemed to have been delivered when oproperiy

acknowledged for receipt by the receiving Party.
All such notices shall be addressed to :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
Jalan Merdeka Timur §-A
Jakarta, Indonesia

(CONTRACTOR )

Either #Party may substitute or change such address on
written notice thereof to the other. )
2. LAKWS AND REGULATIONS

2.1. The laws of the Republic of Indonesia shall apply .to
this contract ;

2.2. No term or provisions of this Contract, including the
agreement of the Parties t¢ submit to arbitration
hereunder, shall prevent or limit the Government of the
Republic of Indonesia from exercising its inalienable
rights. '

42
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SUSPENSION OF OBLIGATIONS

3.1,

3.2.

3.3.

Any failure or delay on the part of either Party in the
performance of their obligations or duties hereunder

shall be excused to the extent attributable to Fforce
Ma jeure.

If operations are delayed, curtailed or prevented by
such causes, then the time for carrying out the
obligations thereby affected, the term of this Contract
and all rights and obligations hereunder shall be

extended for a period egual to the period thus
involved.

The Party whose ability to perform its obligations is
so affected shall notify the other Party thereof in
writing, stating the cause and both Parties shall do
all reasonably within their power to remove such cause.

PROCESSING OF PRODUCTS

4.1,

4.2,

SKRIPSI

( CONTRACTOR) shall be willing to consider to come to
another Contract or Loan Agreement for the processzing
of products derived from the Petroleum Operations
hereunder, on mutually agreeable terms.

Within the framework of the preceding oeorinciple,
(CONTRACTOR ) would agree on the conditions stated below
to have refined in indonesia 28.57 p%;cent of the share
of Crude O0il to which it is entitled pursuant to
subsections 1.3 and 3.1 of Section U1 hereof and should
no refining capacity be available therefor to set up a
corresponding refining capacity for that purpose. The
conditions above referred to are that :

(a) PERTAMINA has first requested (CONTRACTOR)

thereto;
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(b) (CONTRACTOR’s) share of Crude 01l pursuant o
subsections 1.3 and 3.1 of Section V1 herenl be
not less than barrels per day; and

(c) if refining capacity has to be erected that the
setting up and use of such refining capacity be
economical in the judgement of the Parties.

1t is further agreed that ( CONTRACTOR)} may in lieu of
setting up such refining capacity, but subject to Lhe
same conditions, make an equivalent investment in

another project related to petroleum or petrochemical
industries. -

Petroleum to be delivered to such facilties would be
sold by (CONTRACTOR) at the net realized prices f.o.b.
Indonesia received by { CONTRACTOR)} established pursuant
to Section VII hereof or at another mntually Rareed
price.
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SECTION XVI
PARTICIPATION

PERTAMINA shall have the right to demand from (CONTRACTOR)
that a ten percent (10%} undivided interest in the total
rights and obhligations under this Contract be offered to
either itself or a limited liability company to be

- designated by PERTAMINA the shareholders of which shall be

Indonesian Nationals (both hereinafter called “The
Indonesian Participant” ).

The right referred to in subsection 1 of this Section XVI
shall 1lapse unless exercised by PERTAMINA not later than

. three (3) months after (CONTRACTOR's) notification by

registered letter to PERTAMINA of its first discovery of
Petroleum in the Contract Area, which in the judgement of
(CONTRACTOR) after consultation with PERTAMINA can be
produced commercially, PERTAMINA shall make its demand known
to (CONTRACTOR) by registered letter.

(CONTRACTOR} shall make its offer by registered letter to
the I[ndonesian Participant within one (1) month after
receipt of PERTAMINA’s registered letter referred to in
subsection 2 aof this Section XV1. (CONTRACTOR’s) letter
shall be accompanied by a copy of this Contract and a draft
Operating Agreement embodying the  manner in  which
(CONTRACTOR) and the Indonesian Participant shall cooperate.
The main principles pf the draft Operating Agreement are
contained in Exhibit 07 to this Contract.

The offer by (CONTRACTOR) to the I[ndaonesian Participant
shall be effective for a period of six (6) months. If the
Indonesian Participant has not acrepted this offer by
registered letter to (CONTRACTOR) within the said period,
(CONTRACTOR) shall be released From the obligatian referred
tc in this Section XVI.

SKRIPSI PERJANJIAN BAGI HASIL ...

DIAH SAVITRI



5. In the event of acceptance by the Indonesian Participant
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of

(CONTRACTOR’s) offer, the Indonesian Participant shall be

deemed to have acquired the undivided interest an the date

of

(CONTRACTOR's ) notification to PERTAMINA referred to in

subsection 2 in this Section XxVI.

6. 6.1,
6.2,
SKRIPSI

For the acquisition of a ten percent (10%) undivided
interest in the total of the rights and obligations
arising out of this Contract, the Indonesian
Participant shall reimburse (CONTRACTOR) an amount
equal to tdh,pércent (10%) of the sum of Operating
Costs which (CONTRACTOR) has incurred for and on
behalf of its activities in the Contract Area up to
the date of (CONTRACTOR's) notification to PERTAMINA
mentioned in subsection 2 of this Section XVI, ten
percent (30%) of the compensation paid to PERTAMINA
for information referred to in subsection 1.1 of
Section VI!! of thig Contract anc ten parcent (10%) of
the amount referred to in subsection 1.2 of Section
V11l of this Contract.

At the option of the Indonesian Participant the said
amount shall be reimbursed :

(i) either by a transfer of the said amounts by the
Indonesian Participants within three (3) months
after the date of its acceptance of
(CONTRACTOR's ) of fer referred to in subsection 3
of this Section XVI, to (CONTRACTOR'’s) account
with the banking institution to be designated by
it, in the currency in which the relevant costs
have been financed: or

46
PERJANJIAN BAGI HASIL ...

DIAH SAVITRI



6.3.
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1.2,

SKRIPSI
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(ii) by way of a "payment out of production" of fifty
percent (50%) of the Indonesian Participant’s
production entitiements under this Contract
valued in the manner as described in Section VII
of this Contract, equal in total to one hundred
fifty percent (150%) of the said amount and
commencing as from the beginning of commercial
production,

At the time of its acceptance of (CONTRACTOR's) offer
the Indonesian Participant shall state whether |t
wishes to reimburse in cash or out of production in
the manner indicated in subsection 6.2 under (i) and
(ii) of this Section XxVI.

SECTION XVI1

EFFECT IVENESS

This Contract shall come into effect on the Effentive
Date.

This Contract shall not be annulled, amended or
mndified in any respect, except by the mutual consent
in writing of the Parties thereto.

IN UWITNESS ﬁHEREOF. the Parties hereto have executed
this Contract, in triplicate and in the Englich
language, as of the day and year first above written.
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PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUM!
NEGARA

(CONTRACTOR)

APPROVED BY THE MINISTER OF MINES AND ENERGY

on behalf of the
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ]INDONESTA

48
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EXHIBIT "A"

This exhibit “A* is attached to and made an integral part of
the contract between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK ODAN GAS

BUMI NEGARA and (CONTRACTOR) dated the
19

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA
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EXHIBIT "B"

This exhibit "B" is attached to and made an i1ntegral part of
the contract between RERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI NEGARA and (CONTRACTOR) dated the
19 __

—— -
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EXHIBIT "C*

attached to 4fd made in integral part of the Contract between
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK OAN GAS 8UMI NEGARA and
(CONTRACTOR), dated the day of
198 .
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ACCOUNT ING PROCEBURE

article 1 CONHDUHML

THE PUBLICATION OR REPRODUCTIO
General Provisions THIS PRINT WITHOUT wRiTTEN PER

FROM FERTAMIvA IS STRICTLY PR

Definitjons

The accounting procedure herein provided for is to be
followed and observed in the :performance of either Party's
obligations under the Conf?%ét to which this Exhibit is
attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall
have the same meaning as those defined in said Contract.

Account and Statements

PERTAMINA's and (CONTRACTOR’s), as the case may be,
accounting records and books will be kept in accordance with
generally accepted and- recognized accounting systems,
consistent with modern petroleum industry practices and
procedures. Books and reports will be maintained and
prepared in  accordance with methods established by
PERTAMINA, The chart of accounts and related account
definitions will be prescribed by PERTAMINA. Reports will
be organized for the use of PERTAMINA In carrying out its
management responsibilities under this contract.

52
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article II

Operating Costs

Definition

For any Year in which commercial productian occurs,
Operating Costs consist of a) current Year Non-capital
Costs, b) current Year'’s depreciation for Capital Costs and

c) current Year allowed recovery of prior Year's unrecovered
Operating Costs.

Non-capital Costs

Non-capital Costs means those Operating Costs incurred that

relate to current Year's operations. In addition to costs

relating only ta current cperations, the costs of surveys
and the intangible costs of drilling exploratory and
development wells, as described in paragraph {(c), (d) and

{e) below, will be classified as Non-capital Costs.

Non-capital Costs include, but are not limited to tihe

following :

{a) Labor, materials and services used in day to day oil
well operations, oil field production facilities
operations, secondary recovery operations, storage,
handling, transportation and delivery operations, gas
well . operations, gas field productien facilities
operations, gas transportation and delivery cperations,
gas processing auxiliaries and utilities, and other
operating activities, including repairs and mainte~-
nance.
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(b} Cffice, services and general administration-general
services including technical and related services,
material services, transportation, rental of
specialized and heavy engineering equipment, site
rentals and other rentals of services and property,
personnel  expenses, public relations, and other
expenses abroad.

{c) Production drilling - labor, materials and services
used in drilling wells with the object of penetrating a
proven reservoir, including the drilling of delineation
wells as well as redrilling, deepening or recomplieting
wells, and access roads leading directly to wells.

{d) Exploratory drilling - labor, materials and services

used in the drilling of welle with the object of
fincing unproven reservoirs of oil and gas, and access
roads leading directly ta wells.

{e) Surveys - labor, materials and services used in aerial,

geological, topographical, geophysical and seisaic
surveys, and core hote drilling.

(f) Other exploration expenditures - auxiliary or temporary
facilities hawving lives of one year or less used in

exploration and purchased geological and geophysical
informat ion.

3. Capital Costs

Capital Costs mean expenditures made for items which
normally bhave a useful life beyond the year incurred. A
reasonable annual allowance for depreciation of capital
costs, computed as described in Article 111 Section |, will

be allowed as a recoverable gperating cost for the current

Year.
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Capital Costs include classification described berein but
are not limited to the following specifications :

(a)

(b)

(c)

(d)

SKRIPSI

Construction utjilities and auxiliaries - work shops,
power and water facilities, warehouses, and field roads

except the access roads mentioned in Paragraphs 2{c)
and 2(d) above;

Construction housing and welfare - housing,
recreational facilities and other tangible property
incidental to construction;

Production facilities - offshore platform {including
the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both
the offsite fabrication and onsite installation of
platforms, and other construction costs in erecting
platforms and installing submarine pipeline), wellhead
equipment, subsurface 1ifting eauipment, production
tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines,
gathering equipment, délivevy lines and storage
facilities. Costs of oil Jjetties and anchorages,
treating plants and equipment, secondary vecovery
systems, gas plants and steam systems;

Movables - surface and subsurface drilling and eroduc-
tion tools, equipment and instruments, barges, floating
craft, automotive eguipment, aircraft, construction
equipment, furnitur® and office eaquipment and
miscel laneous equipmént.
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Article TI1.

Accounting Methods To Be Used To Calculate
Recovery of Operating Costs

1. Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Year in which
the asset is placed into service with a full vyear’s
depreciation allowed the initial Year. The method used to
calculate each Year’s allowable recovery af Capital Costs is
the declining balance depreciation method. Calculation of
each such Year’'s allowabie recovery of Capital Costs should
be based on the individual asset’s Capital Cost at the

beginning of such Year multipled by the depreciation Ffactor
as follows, for :

~ Group 1 = 5D%
- Group 2 = 25%
- Group 3 = 10%

The Groups of capital assets for any Crude Qil project or
for ogas projects having reserves of 7 (seven) years or
less, apply useful lives as follows :

Group 1|
Automobiles 1.5 years

Trucks=light (less than 13,000 pounds)
and tractor units

. 2 years
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds) 3 years
Bus es 4.5 years
Aircraft 3 years
Contruction equipment 3 years
Furniture and office equipment S years
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The Groups of capital assets for gas projects
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Group 2

Construction utilities and auxiliaries
Construction housing and welfare
Production facilities

Railroad cars and locomot ives

Vessels, barges, tugs and

similar water transpartation equipment
0rilling and production tools, equip-
ment and instruments

reserves of more than 7 years, apply
follows
Group |

SKRIPSI

Automobiles

Trucks-light (less than 13.000 pounds )
and tractor units

Trucks-heavy (more than 13,000 pounds )
and trailers :

Group 2

Aircraft

Vessels, barges, tugs and

similar water transpaortation equipment
Orilling and production tools,
equipment and instruments
Construction eguipment

Furniturg.and office equipment

Group 3

Construction utilities and
auxiliaries

Construction housing and welfare
Production faciliries

Rail road cars and locamotives
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Balance of unrecovered Capital Costs is eligible for full

depreciation at the end of the individual asset’s useful
life.

" The undepreciated balance of assets taken out of service
will not be charged to Operating Cost but. will continue
depreciating based upon the }ives described above, except
where such assets have been subjected to unanticipated
destruction, for example, by fire or accident.

verh A arjion

General and administrative costs, other than direct charges,
allocable to this operation should be determined by a
detailed study, and the method determined by such study
shall Dbe applied each Year consistently. The method
selected must be approved by PERTAMINA, and such approval

can be reviewed periodically by PERTAMINA and the
{ CONTRACTOR ).

Interest Recovery

Interest on loans obtained by a Party from Affiliates or
parent companies or from third party non-affiliates at rates
not exceeding prevailing commercial rates for capital
investments in Petroleum Operations may be vrecoverable as
Operating Costs. Details of any financing plan and amounts
must be included in each Year's Budget of Operating Costs
for the prior approval of PERTAMINA.

All other financing must also be approved by PERTAMINA,
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4, Gas Fosts

Operating Costs directly associated with be production of
Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas
revenues in determining entitlements wunder Section VI
subsection 2.2. Operating Costs incurred for production of
both Natural Gas and Crude Qil will be allocated to Natural
Gas and Crude 0il based on the relative value of the
products oroduced for the current Year. Common support
. costs will be allocated on an equitable basis agreed to by
both parties.
If after commencement of production the Natural Gas revenues
do not permit Ffull recovery of Natural Gas costs, as
outlined above, then the excess costs shall be recovered
from Crude Dil revenues.
Likewise, if excess Crude 0il costs (Crude 0il costs less
Crude 0il revenues) exists, this excess can be recovered
from Natural Gas revenues. ,
1f production of either Natural Gas or Crude O0il has

=
commenced while the other has not, the allocable production

costs and rcommon  support costs will be atlecated irn an
equitable manner. Propane and butane fractions extracted
fFrom Natural Gas but not spiked in Crude 0il shall be deemed

as Natural Gas for the purpose of accounting.

5. Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventary will
be recoverable at such time the items have landed in
Indonesia.

SKRIPSI PERJANJIAN BAGI HASIL ... DIAH SAVITRI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Insurance and Claims

‘

Operating Costs shall include premiums paid Jor :nzurance
normally required to be carried for the Petroleum Dperq:iunﬁ
relating to (CONTRACTOR's) obligations conducted nnder the
Contract, together with 311 expendjtures incurred anr paid
in settlement of any and all losses, claims, damages,
Judgements, and other expenses, including fees relating e
(CONTRACTOR's) obligation under the Contract.
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EXHIBIT "D-

THIS EXHIBIT "0" 1S ATTACHED TO AND MADE
AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
DATED THE DAY OF 198 .

Memgrandum on Participation

The operating agreement between CONTRACTOR apd the indaonesian
Participant referred to in subsection 3 pf Section X%XVi shall
embody, inter alia, the following main principles :

1. CONTRACTOR shall be the sole Operator of the venture under
properly defined rights and obligations.

-

2. Authorized representatives of both parties shall me

v
K3

¢

periodically for the purpose of conducting the venture's
operations. All decisions shall be taken by majority wvote
'except in case of terminating the main agreement which
decision shall require the unanimuus cunsent of  bolh
parties. However if either of the parties wishes to
withdraw from the venture it shall transfer withoutr cost its
undivided interest to the other party.

3. 8oth parties shall have the obligatinn to provide or cause
to be provided their respective proportions of such finance
and in such currencies as may be requ:red from time 0 Iime
by the Operator for the operations envisaged under the main
agreement .

The effects of a party's failure to meet calls for funds
within the prescribed time limits shall be pravided.
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The Operator shall prepare the annual work program and
budgets which shall be submitted to the authorized
representative aof both parties for decision prior to their
submission to PERTAMINA in accordance with the provisions of
the main agreement. |

In respect of any exploratory drilling operation a “non-

consent®  provision shall be made which assures the
Indonesian Participant that it does not have to participate
in such operation if it were to disagree to the inclusion of
such operation in the work program and budget and which in
case of success adequately compensates CONTRACTOR for the
cost and risk incurred by the latter.

Subject to adequate lifting tolevances each Party shall
offtake at CONTRACTOR's point of export its production
entitlement and its proportionate share of any portion of
the Crude 0il which PERTAMINA elects not to take in kind,
both as provided under the main agreement. However, if the
Indonesian Participant is not in a position to market such
guantity wholly or wpar:ily it spail in respect of the
quantity which it cannot market itself have the option under
an adequate notification procedure : either to require
CONTRACTOR (or its associates if CONTRACTOR so desires) to
purchase that quantity, or to lift that quantity at a later
date under an adequate procedure.

in respect of any quantity to be purchased from the
indonesian Participant by CONTRACTOR (or its associates) the
price in respect of each quality of Crude 0il shall be :

(i) for Crude O0il to be delivered for local consumption
under the terms of the main agreement 10% of the price
pursuant to Section V}1 or as otherwise provided for in
the main agreement .
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(ii) for ail other Crude J:. the weightec averags ner
realized price receivea by CONTRACTOR  for  comcaradie
types and quantities scld by it during the Ca:.enoar

Year invalved minue five percent (5%).

If Natural Gas (associated gas and non-associated gas) is
encountered in commerci;al cuaptities, specia! provizions
shall be drawn up baving due 'egérd intev alia. o0 the lang
term character of Natural Gas sueply contracts.
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